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BAB  II
TINJAUAN  PUSTAKA   KERANGKA  PEMIKIRAN 
 DAN HIPOTESIS
2.1.   Kajian Teori yang  Relevan .
  2.1.1  Manajemen. 
               Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama  namun  untuk mencapai tujuan secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan benar. Terdapat berbagai pendapat tentang pengertian  manajemen  walaupun pada dasarnya mempunyai pengertian yang relatif sama. Ada pendapat yang menyatakan bahwa manajemen adalah sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain. Manajemen merupakan praktik spesifik yang mengubah sekumpulan orang menjadi kelompok yang efektif, berorientasi pada tujuan  dan produktif.
          Pendapat lain berpandangan bahwa manajemen merupakan suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning, decision making , organizing, leading and controlling. ( Stoner dan Freeman  1992: 4  dalam Wibowo 2010 : 2), mengatakan bahwa manajeman sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas sedangkan menurut  Henri Fayol ( Stephen .P. Robbins – Timothy A Yudge  2008 : 5) fungsi manajemen yaitu : merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, mengendalikan, dan  disingkat menjadi empat yaitu : perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Dalam operasionalnya majemen antara lain mencakup. Manajemen Sumber Daya Manusia  ( MSDM), Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, organisasi, Prilaku Organisasi, manajemen strategi dan lain sebaginya, Kesemua itu merupakan analisis dalam manajemen.
Dalam konteks penelitian ini, akan menyangkut masalah Prilaku Organisasi sebagai midle range theory.

2.1.2.  Prilaku Organisasi.

Telah disinggung dimuka bahwa  sebagai midle range theory adalah prilaku organisasi. Prilaku organisasi – OP ( Organizational-behavior – OB) adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap prilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan  suatu organisasi. Dapat dikatakan bahwa PO terkait dengan studi mengenai apa yang dilakukan individu dalam suatu organisasi dan bagaimana prilaku mereka mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam konteks ini terlihat bahwa PO menekankan prilaku yang bersangkutan dengan pekerjaan, kerja, ketidak hadiran, perputaran karyawan, produktivitas, kinerja karyawan, dan manjemen. Terdapat kesepakatan umum bahw PO mencakup topik inti dari motivasi, prilaku dan kekuatan pemimpin, komunikasi antar personal, struktur dan proses kelompok, pembelanjaan, persepsi dan pengembangan sikap, proses    perubahan, konflik, rancangan kerja, dan stres kerja ( Stephen .P. Robbins. – Timothy. A Juge Prilaku Organisasi- 2008- 12 ). Hal tersebut merupakan dasar untuk analisis selanjutnya, yaitu, Motivasi, Kompetensi, disiplin, pemahaman regulasi perpajakan, kinerja dan kesadaran karyawan  untuk melakukan kewajiba perpajakan .
2.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)  

  Dalam rangka menghadapi kenyataan adanya persaingan yang ketat, organisasi / perusahaan hendaknya memiliki sumber daya  yang tangguh. Dalam konteks ini, sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan tidak dapat dilihat sebagai   yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan  tangguh  membentuk suatu sinergi.  Dengan demikian, sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat menentukan.      
 Gary Dessler  (2007 : 87 ). SDM merupakan terjemahan dari “human resources“ dikatakan pula ”Man power “ (Tenaga Kerja). SDM merupakan satu-satunya sumber  daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya  dan karya ( rasio, rasa,  dan karsa ).  Semua  potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan; betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM yang memadai sulit bagi organisasi  itu untuk mencapai tujuannya
Wether dan Davis (72,  2000), menyatakan bahwa  SDM adalah  pegawai yang siap mampu dan siaga, dalam mencapai tujuan organisasi  dengan dimensi  pokok sisi sumber daya adalah perlakuan kontribusi terhadap pribadinya yang pada giliranya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.” 
Sumber daya Manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif  tetapi juga nilai kompetitif - generatif - inovatif dengan menggunakan energi tertinggi  seperti : intelligence , creatif, dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan, air dan sebagainya (Ndraha  2000; Edy Sutrisno, 123, 2010).  Dalam realita, ada sejumlah negara yang dapat dikatakan tidak memilki sumber daya alami tetapi sangat maju perkekonomiannya  karena keunggulan SDM nya  misalnya  Jepang,  Singapura.
Dilain pihak ada negara yang memiliki keduanya  tetapi ternyata tertinggal dan terpuruk  perekoniannya hanya karena  SDM nya  masih dibawah  standar “ unggul “ antara lain Indonesia.
Mengacu pada definisi tersebut, perlu difahami bahwa SDM harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan  oleh organisasi, dengan demikian istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan  (power). 
Bagi perusahaan, ada tiga sumber daya strategis lain yang mutlak harus mereka miliki untuk dapat menjadi perusahaan unggul.

Ketiga sumber daya kritis tersebut  (Ruki -2003, Edy Sutrisno, 65, 2010) adalah :

1. Financial resource, sumber daya berbentuk dana/modal financial yang dimilki.
2. Human Resource, yaitu sumberdaya manusia yang berbentuk dan berasal dari  manusia  (Modal insansi).

3. Informational resouce, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat berbagai keputusan strategi atau taktis.

Dari ketiga hal tersebut yang paling sulit diperoleh dan dikelola adalah  human resource / modal insani yang mempunyai kualitas dan pas dengan yang diinginkan oleh perusahaan.

2.1.4. Manajemen Sumber daya Manusia  (MSDM) 
Manajemen Sumber Daya Manusia  ( MSDM ) merupakan bidang strategi dari organisasi, (Edy Sutrisno, 88,  2010) dalam manajemen  Sumber daya manusia  istilah yang dipandang tepat adalah ”Human resources manajement” (Manajemen Sumber daya Manusia), dengan kata lain pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia adalah Mengelola Sumber Daya Manusia. 

Banyak definisi tentang Manajemen Sumber daya Manusia  (MSDM) yang diberikan para ahli. untuk menjelasakannya, peneliti  perlu menyampaikan beberapa definisi tentang MSDM antara lain sebagai berikut :
         Simamora (2004), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah  pendayagunaan, pengembangan , penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu  anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Desseler (2007), Manajemen Sumber daya manusia  merupakan suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan  aspek ”orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajer meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.

 
Sementara itu, Schuler,et Al (2000) mengartikan MSDM,  sebagai pengakuan pentingnya  tenaga kerja, organisasi sebagai sumber daya manusia  yang sangat penting dalam memberi kontribusi  bagi tujuan – tujuan organisasi  dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat.

 
Menurut Edwin B. Flippo – Stephen P. Robbins , Mery  Coulter  35, (2005) “ Personel manajement is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, integration, maintenance, and sparation of human resources to the end that individual, organizational, and societal obyectives  are accomplished.  Manajemen Sumber Daya Manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dan pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan dan masyarakat. 

Dilain pihak Michel J.Jucius Stephen P. Robbins , Mary Coulter  (2005),  berpendapat  : 
“  Personel manajement is the field of manajement which has to do with planning, organizing, and controlling various operative function of procuring, developing, maintaining, and utilizing labour force, such that :

1. obyective for which the company is establish are attained economically and effectively. 
2. Obyectives of all levels of personnel are served to the highst  possible degree of community are duly considered and served  Obyective
Manajemen Sumber daya Manusia adalah lapangan manajemen yang bertalian dengan perencanaan pengorganisasian, dan pengendalian bermacam-macam fungsi pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tenaga kerja sedemikian  rupa  sehingga: 

1. Tujuan untuk apa perusahaan didirikan  dapat  dicapai secara efisien dan efektif.

2. Tujuan semua pegawai dilayani sampai tingkat optimal.

3. Tujuan masyarakat diperhatikan dan dilayani dengan baik 
MSDM merupakan bidang strategis dari organisasi, MSDM harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif  dan untuk menumbuhkan tentang perilaku  manusia   dan kemampuan    untuk  mengelolanya (Sidik Priadana,  2005:2).
Moses N. Kinggundu (2005:13) ” Human resources mangement is the development and utilization of personal for effective achievment of individual, organizational, community, national and international goals and obyectives “  ( MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan personil bagi pecapaian efektif atas sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional dan internasional ).
Dari pendapat-pendapat  tersebut di atas dapat dikatakan bahwa :

1. Fokus kajian MSDM adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya, agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

2. Bahwa karyawan adalah perencana, pelaku, dan selalu berperan aktif dalam setiap aktivitas perusahaan.
Memperhatikan pendapat para pakar MSDM sebagaimana dijelaskan diatas, dapat kita fahami bahwa ruang lingkup MSDM  sangat luas.
Dalam konteks ini, untuk  memahami MSDM, perlu Pemahaman  kerja sinerjik diantara faktor utama yaitu  : Tujuan (Goal), aktivitas   sumber daya manusia (Human Resources activities), Organisasi (Organization) lingkungan (Environment) dengan tidak mengabaikan performa, dan keterbatasan kemampuan manusia baik psikis maupun fisik.
Berikut uraian faktor-faktor hipotesis yang berpengaruh terhadap kinerja.

2.2.       Motivasi Kerja
   2.2.1. Pengertian Motivasi.

   Motivasi berasal dari bahasa latin ”movere” yang berarti dorongan atau menggerakan. Motivasi pada dasarnya adalah proses untuk mencoba mempengaruhi  seseorang agar melakukan  sesuatu yang kita inginkan.
Fillmore H.Stanford 2005,  memberikan definisi  ” Motivation as an energizing of organism that serves to direct that organism toward the goal of a certain class ” Motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakan manusia kearah suatu tujuan tertentu .
Western dan Donoghue (1992 : 23) Garry Dessler 2007  mengemukakan bahwa motivasi  merupakan serangkaian proses  yang memberikan semangat bagi prilaku seseorang dan mengarahkannya kepada pencapaian beberapa tujuan atau secara lebih singkat  untuk mendorong seseorang dalam melaksanakan sesuatu yang harus    dikerjakan  secara     sukarela   dan   dengan    baik.     Wexlley dan Yulk  ( dalam As”ad , 2001 )  mengatakan motivasi sebagai  ” the proses by which the proses behaviour is energized and directed ”,  motivasi kerja adalah  sesuatu yang  menimbulkan semangat  atau dorongan kerja  dimana kuat lemahnya motivasi tersebut ikut menentukan tinggi rendahnya  prestasi kerja.  Sedangkan Stoner  (2000 : 440), mengatakan : ”  Motivation  is the factor  that couse , channel , sustain, and individual behaviour.” Motivasi adalah faktor–faktor yang menyebabkan  berhubungan, dan menyokong tingkah laku sesorang.
S.P.Robin (2002 : 102)  berpendapat bahwa manusia mengaitkan kekaryaaan  dengan pemuasan berbagai kebutuhan  dan keinginannya,  dimana dikatakan bahwa  ” Motivasi merupakan daya dorong seseorang untuk memberikan   kontribusi yang sebesar - besarnya guna keberhasilan pencapaian tujuan organisasi,  pribadi, dan  masyarakat (stakeholder ).
Razik dan  Swanson  ( 2000 : 275 ) berpendapat bahwa motivasi adalah  ” the effort with ability is applied to a task. “ (motivasi adalah faktor yang menyebabkan berhubungan, dan menyokong tingkah laku seseorang). G.R Terry 2000, berpendapat bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri sesorang individu yang merangsangnya  untuk melakukan tindakan-tindakan. Selanjutnya Terry mengemukakan pula beberapa asumsi dasar motivasi yang perlu difahami oleh pimpinan yaitu :

1. Motivasi pada umumnya dianggap sebagai suatu yang baik / positif.   Motivasi adalah salah satu diantara sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sesorang.

2.  Motivasi harus selalu ditingkatkan secara berkala.

3. Motivasi adalah salah satu alat yang bisa digunakan oleh para manajer untuk menata hubungan kerja dalam organisasi.
Robbins ( 2007 ) mengemukakan motivasi merupakan kerelaan berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi  yang dipengaruhi oleh kemampuan  usaha memuaskan  beberapa  kebutuhan individu. 
Motivasi untuk bekerja ini sangat penting bagi tinggi rendahnya kinerja karyawan / kinerja  perusahaan . Tanpa adanya motivasi dari para karyawan untuk bekerja  sama bagi kepentingan perusahaan, tujuan yang telah ditetapkan  tidak akan tercapai. Sebaliknya apabila terdapat motivasi yang tinggi dari para karyawan maka hal ini merupakan suatu jaminan  atas keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya ( Gitosudarmo, 2001). Motivasi sangat erat hubungannya dengan tindakan, tidak semua tindakan dan perbuatan didorong oleh motif. Perbuatan yang dilakukan dengan sadar mestinya didasari dengan suatu motif dan perbuatan ini merupakan tindakan, tetapi perbuatan yang dilakukan dengan tidak sadar  bukanlah suatu tindakan, dengan demikian tindakan (action) yang dimaksud adalah ”perbuatan yang sadar tujuan ” (Susilo Martoyo 2000. 156). Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi  situasi (Situation ) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi ( tujuan kerja ). David C.Mc.Clelland ( 2005 )  berpendapat bahwa ”ada hubungan yang positif  antara motif berprestasi dengan pencapaian kinerja”.
Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri pegawai untuk suatu kegiatan  atau tugas dengan sebaik baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja  (kinerja ) yang baik. Ada enam karakteristik dari pegawai yang memiliki motif berprestasi tinggi yaitu :
1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.

2. Berani mengambil risiko

3. Memiliki tujuan yang realistis., memilki rencana kerja yang menyeluruh  dan berjuang untuk merealisasi   tujuannya

4. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang kongkrit dalam seluruh   kegiatan  kerja yang dilakukannya

5. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkannya

6. Selanjutnya dikemukankan bahwa pegawai akan mampu mencapai kinerja maksimal apa bila ia memiliki motif berprestasi tinggi.
2.2.2. Ciri-ciri  Motif. 

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa  setiap kegiatan yang  dilakukan  seseorang tidak terlepas dari berbagai motif dan sikap, yang mendorong seseorang melakukan  serangkaian perbuatan  yang disebut kegiatan. Motif dapat timbul dari dalam karena ada kebutuhan dasar  manusia yang bersifat universal, tetapi dapat pula dirangsang dari luar. Rangsangan dari luar dapat berbentuk fisik, atau non fisik  yang disebut motivasi. (Guildford  1970, Edy Sutrisno 2010 )  mengemukakan bahwa :
”  motif can be thougt off  as composed of two element .The first is drive which represented as an  internal energizing proses guiding the organism to action.The second is the reward which is define as the goal toward which the action is  directed  ; reaching the goal terminates the action. ”  
Jadi motif itu terdiri dari dua unsur :

1. Sasaran dan tujuan.

2. Motif membuat orang  melakukan kegiatan  dan sekaligus ingin mencapai apa yang dikehendaki  melalui kegiatan  yang dilkakukan itu.
Adapun ciri – ciri  motif individu   sebagai berikut  :

1. Motif bersifat majemuk.

2. Motif dapat berubah- ubah.

3. Motif  berbeda – beda bagi individu.

4. Beberapa  motif tidak disadarai oleh individu.

Dalam ciri-ciri motif diatas,  mengandung tiga hal sebagai berikut :

1. Motif berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan  dan berbagai sasaran organisasional.

2. Motif merupakan proses keterkaitan antara usaha dan pemuasan kebutuhan 

3. Dalam usaha memahami motivasi, yang dimaksud kebutuhan adalah internal seseorang yang menyebabkan hasil usaha  tertentu menjadi menarik.
2.2.3. Faktor – faktor  yang Mempengaruhi Motivasi.
  Motivasi sebagai proses psykologi dalam diri seseorang  akan dipengaruhi oleh beberapa faktor  yang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern.

a. Faktor Intern :

1. Keinginan untuk dapat hidup.

2. Keinginan untuk dapat memiliki.

3. Keinginan untuk memperoleh penghargaan.

4. Keinginan untuk memperoleh  pengakuan.

5. Keinginan untuk berkuasa.

b. Faktor  Ekstern  :

1. Kondisi lingkungan kerja.

2. Kompensasi yang memadai.

3. Supervisi  yang baik.

4. Adanya  jaminan pekerjaan.

5. Status dan tanggung jawab.

6. Peraturan yang fleksibel.

2.2.4. Tujuan motivasi 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.

2. Meningkatkan produktivitas karyawan
3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan
4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan
5. Mengefektifkan pengadaan karyawan
6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik
7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas , dan partisipasi karyawan
8. Meningkatkan kesejahtraan karyawan
9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas –  tugasnya 
10. Meningkatkan efisiensi  penggunaan alat-alat  dan bahan bahan.
2.2.5. Dimensi  Motivasi  Kerja 
Dari berbagai pendapat para ahli tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa  motivasi merupakan energi untuk membangkitkan dorongan dari dalam diri pegawai yang dapat berpengaruh, membangkitkan, mengarahkan dan memelihara  perilaku yang berkaitan dengan lingkungan kerja, dengan kata lain bahwa motivasi adalah dorongan dari diri pegawai untuk memenuhi kebutuhan yang stimulatif  dan berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas, yang diimplementasikan kepada orang lain  untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dalam konteks  dimensi motivasi kerja  dapat dikatakan bahwa motivasi kerja meliputi :
1.  Motif ( motif ) merupakan suatu perangsang atau keinginan (want ) dan daya penggerak kemauan kerja seseorang, setiap motif  mempunyai tujuan tertentu  yang ingin dicapai;
2. Harapan ( Expectancy ) merupakan suatu kesempatan yang diberikan  terjadi karena prilaku untuk tercapainya tujuan;

3. Insentif ( Incentive) yaitu memotivasi ( merangsang ) bawahan dengan memberikan bimbingan.
2.2.6. Indikator Variabel Motivasi 
  Menurut  (Harold Koontz, Mc Clelland, 2005) indikator  variabel motivasi meliputi :

1. Dorongan dan usaha untuk memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan  atau untuk mencapai satu tujuan.

2. Achievment motive  keinginan untuk mengatasi suatu tantangan, bagi  kemajuan dan pertumbuhan.

3. Affiliation motive dorongan untuk melakukan hubungan dengan orang lain 

4. Competence motivation  dorongan untuk melakukan pekerjaan yang bermutu.

5. Power motive  kebutuhan untuk membuat orang lain berprilaku sesuai dengan apa yang diinginkan.

6. Melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan.

7. Berani menanggung risiko dengan penuh perhitungan. 
2.2.7. Proses Pemunculan Motivasi
Munculnya motivasi diawali dengan timbulnya kebutuhan yang tidak terpenuhi / terpuaskan. Ketidak puasan ini semakin  meningkat dan pada titik tertentu menimbulkan ketegangan  dan  dorongan untuk berbuat sesuatu. Pada tahap ini orang akan melakukan upaya – upaya  untuk memuaskan kebutuhan tadi. Apabila upaya tersebut berhasil, maka kebutuhan akan terpuaskan dan ketegangan yang dirasakan akan menurun.
 Proses pemunculan motivasi ini  dapat terlihat  pada gambar 2.1  berikut :
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Gambar 2.1   Proses Terjadinya Motivasi ( Robbins 2003 )

2.2.8. Teori  Motivasi  
     Banyak teori mengenai motivasi yang dikemukakan oleh para pakar, teori motivasi dapat digolongkan menjadi dua klompok utama yaitu:
a. Kelompok teori motivasi yang mencakup: content theories  dan proses theori.
b. Kelompok teori motivasi yang menyangkut  : drives theories , opponent prosess theories, dan optimal-level theories. (Marwansyah Mukaram 2005,  153- 154) 

Secara ringkas kedua klompok teori motivasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut . Teori motivasi yang pertama :  Content theories antara lain, Teori hierarhi kebutuhan dari Maslow, teori  X dan Y dari Mc. Gregor, Dan teori motivasi berprestasi dari Mc. Clelland dengan penjelasan  sebagai berikut :

1. Teori dari   A. Maslow      

      Maslow Needs Hierarachy Theory  / A theory of Human Motivation   atau disebut juga Teori hierarahi kebutuhan dari Maslow. Ia berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang, dalam artian bahwa jika kebutuhan pertama telah terpenuhi, kebutuhan tingkat kedua akan muncul menjadi utama. Selanjutnya jika kebutuhan tingkat kedua terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. 
Dasar teori hierarki kebutuhan menurut Maslow  menjelaskan,  Manusia adalah mahluk sosial yang berkenan. Ia selalu menginginkan lebih banyak.  Keinginan ini terus menerus dan hanya akan berhenti bila akhir hayatnya tiba.

1. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivator bagi pelakunya , hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi motivator.

2. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang  / hierarhi    yakni   

a. Phisiological Needs ( kebutuhan fisik dan biologis). Merupakan kebutuhan untuk   mempertahankan hidup misalnya udara, makan,  minum , perumahan dan sebagainya

b. Safety and securuty Needs : Kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan akan kebebasan dari ancaman keamanan jiwa, misalnya merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan, maupun keamanan harta ditempat pekerjaan.

c. Affiliation or acceptance Needs or belongingness  ( kebutuhan sosial)  merupakan kebutuhan sosial, teman, afiliasi, interaksi, dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan masyarakat  lingkungannya. Dalam konteks manusia sebagai mahluk sosial manusia tidak terlepas dari kebutuhan akan perasaan diterima orang lain dilingkungan tempat tinggal dan bekerja (sense of belonging), kebutuhan perasaan dihormati karena setiap manusia merasa diri penting (sence of importance). Kebutuhan akan kemajuan dan tidak gagal (sense of achievment). Kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation)
d. Esteem  of Status    Needs :   (Kebutuhan akan penghargaan atau prestise). Prestise dan status dimanifestasikan oleh banyak hal yang digunakan sebagai status itu, misalnya meja kursi yang isitimewa, memakai dasi, tempat parkir dan sebagainya.
e. Self Actualization (Aktualisasi diri): Merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri, dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai kerja yang memuaskan.
       Gambar 2.2. dhalaman berikut, ditampilkan skematis dari teori A Maslow   
                   Gambar   2.2. Skema Teori Hierarki
          Sumber: A Maslow  (1943), Buchari Zainun, (2004). 
2. Theori X dan Y  dari    MC.Gregor
Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia secara jelas dan tegas dapat dibedakan atas manusia penganut :

a. Teori X  (Teori tradisional) dan manusia penganut 
Teori ini berpendapat bahwa : Rata rata karyawan malas dan tidak suka bekerja (people are lazy) oleh sebab itu manusia harus diawasi secara ketat, bahkan sering kali harus dipaksa atau diberikan hukuman. Karyawan yang termasuk dalam Teori  X  mempunyai ciri –ciri :
1. Umumnya karyawan tidak berambisi mencapai prestasi yang optimal dan selalu menghindarkan tanggung jawabnya dengan cara mengkambing hitamkan orang lain ( people lack ambition and dislike responsibility )
2. Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah, dan diawasi dalam melaksanakan pekerjaannya

3. Karyawan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan tujuan organisasi (people are self centered )
4. Manusia cenderung menolak perubahan  (people resist change)
Menurut teori ini untuk memotivasi karyawan harus dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat, dipaksa, dan  diarahkan supaya mereka mau bekerja sungguh - sungguh. Jenis motivasi ini cenderung pada motivasi negatif yakni melalui  penerapkan hukuman yang tegas / Law emforcement.
b. Teori  Y :
Teori ini mempunyai anggapan prinsip sebagai berikut :  Rata-rata karyawan rajin dan menganggap bahwa sesungguhnya bekerja, sama wajarnya dengan bermain-main dan beristirahat. Pekerjaan tidak perlu dihindari dan dipaksakan, Karyawan yang termasuk teori ini mempunyai ciri-ciri  :
1. Lazimnya karyawan dapat memikul tanggung jawab dan berambisi untuk maju dengan mencapai prestasi kerja yang optimal, mereka selalu kreatif dan inovatif.
2. Karyawan selalu berusaha mencapai sasaran organisasi dan mengembangkan dirinya untuk mencapai sasaran itu.
Menurut teori Y ini, untuk memotivasi karyawan hendaknya dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi karyawan , kerjasama,  keterikatan pada keputusan. dedikasi dan partisipasi, yang diharapkan akan lebih menjamin tercapainya sasaran. Jenis motivasi yang diterapkan adalah motivasi positif. Secara skematik kedua jenis motivasai tersebut dapat dilihat   dalam  gambar 2.3  pada halaman berikut :
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Gambar 2.3.   A.W. Willsmore   menggambarkan teori X dan Y    secara umum .Sumber : Richard M. Steers, Motivation And Work Behaviour 1983, Garry Dessler 2007.

c.  Teori Motivasi berprestasi  ( Achievment   Motivation  Theory ) 
         Dikemukakan oleh Mc. Clelland 1943, Gary Dessler 2007, Teori ini pada prinsipnya berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi  potensial. Bagaimana energi dilepaskan tergantung pada kekuatan  dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. energi akan dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong oleh:

1. Kekuatan motivasi  dan kebutuhan dasar yang terlibat

2. Harapan keberhasilan.

3. Nilai insentif yang terletak pada tujuan. 
Sedangkan hal hal yang memotivasi adalah :

1. Kebutuhan akan prestasi  (Needs for achievment  = n ach)

2. Kebutuhan akan afiliasi  (needs for affiliation  = n af )
3. Kebutuhan akan kekuasaan   (needs for power = n pow).
Untuk memotivasi manajer hendaknya menyediakan peralatan,  menciptakan suasana pekerjaan yang baik, dan memberikan kesempatan untuk promosi, yang memungkinkan para karyawan memperoleh kesempatan  n.ach, n.af, n.pow yang diinginkannya dan merupakan daya penggerak untuk memotivasi karyawan dalam mengerahkan  semua potensi yang dimilikinya, dengan penjelasan sebagai berikut :
           Motif kekuasaan adalah kebutuhan untuk mempengaruhi dan        mengendalikan orang lain. Orang yang mempunyai motif kekuasaan yang  tinggi banyak menggunakan waktunya untuk berpikir tentang cara mempengaruhi orang lain dan sangat memperhatikan kedudukan atau statusnya. 

Adapun ciri- ciri Karyawan dari motif ini adalah  :

a. Memiliki hasrat untuk mengarahkan dan mengendalikan orang lain.

b. Sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan organisasi.

c. Sangat perduli menjaga hubungan pemimpin – pengikut yang mengumpulkan barang atau benda dan menjadi anggota perkumpulan yang mencerminkan prestise.

d.   Sering kali berusaha untuk menolong orang lain tanpa diminta.

          Motif afiliasi adalah kebutuhan untuk membina dan mempertahankan hubungan persahabatan yang akrab dengan orang lain. Motif ini bercirikan  memiliki hasrat kuat untuk mencari kesepakatan atau persetujuan dari orang lain sebagai berikut :
      a.   Mempunyai perhatian yang tulus terhadap perasaan orang lain.

c.  Lebih menyukai bersama orang lain dari pada sendiri.

d.  Sering berkomunikasi dengan orang lain. 

e.  Lebih memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaan dari pada segi tugasnya.

f.  Melakukan pekerjaan dengan lebih efektif bila bekerjasama dengan orang lain secara kooperatif.
          Motif berprestasi adalah kebutuhan  untuk mengerjakan  sesuatu secara lebih baik . Orang dengan motif berprestasi yang tinggi akan lebih banyak berpikir tentang cara melaksanakan pekerjaan yang lebih baik., atau berusaha untuk menghindarkan hambatan yang mungkin dihadapi. Untuk itu ia akan membuat rencana dengan perhitungan yang matang.
Ciri dari motif ini adalah :
a   Memiliki hasrat yang kuat untuk memiliki tanggung jawab pribadi   dalam menemukan solusi atas masalah atau dalam menjalankan tugas-tugas.

b.  Cenderung menetapkan tujuan yang mempunyai risiko, moderat dan dapat diperhitungkan  menantang namun pasti dapat dicapai.

c.   Membutuhkan umpan balik yang kongkrit terhadap pekerjaan.

d  .Berusaha melakukan sesuatu dengan cara baru yang lebih baik dan creatif.
        Katagori selanjutnya adalah Teori proses motivasi (The Proses    Theories).

Teori ini mengungkapkan proses  seseorang termotivasi, yaitu bagaimana dan dengan tujuan apa seseorang termotivasi, Teori-teori proses memandang prilaku sebagai hasil proses keputusan manusia.

Termasuk dalam teori ini antara lain : Teori Ekspektansi dari Vroom, dan teori pengharapan dari Porter-Lawer. Secara ringkas teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Teori Pengharapan  ( Expectancy )  Vroom 
     Teori Pengharapkan mengemukakan bahwa sebelum seseorang melakukan upaya yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas / pekerjaan akan dipertimbangkan isu pokok sebagai berikut :
1. Effort – performance expectancy (penilaian tentang kemungkinan bahwa upaya akan menghasilkan kinerja yang diharapkan)

2. Performance–outcome expectancy (Penilaian tentang kemungkinan  bahwa kinerja akan memberikan hasil  atau outcome tertentu)
3. Valence (penilaian tentang nilai dari hasil atau imbalan yang diperoleh). 
       The opponent – proses theory  /  Teori Dua Faktor Herzberg

       Teori ini berkaitan dengan masalah kepuasan kerja dan mengungkapkan dua katagori imbalan potensial bagi pekerja yang  berbeda implikasinya terhadap kepuasan kerja kedua katagori dimaksud  hygiene atau dissatisfier dan motivator atau satisfiers
          Hygiene atau dissatisfier adalah rangkaian kegiatan kondisi yang berhubungan dengan lingkungan tempat pegawai melaksanakan pekerjaannya (job content). Katagori ini mencakup sejumlah faktor ekstrinsik yang tidak berhubungan langsung dengan kepuasan kerja, namun berhubungan langsung dengan pemunculan ketidak puasan  (dissatisfiers). Oleh sebab itu hygiene tidak dapat dimasukan sebagai motivasi , tetapi merupakan alat untuk menciptakan kondisi yang mencegah timbulkan ketidak puasan. Contoh dari hygiene adalah supervisi teknis, dimana seorang pekerja menghendaki pimpinan memiliki kemampuan tentang hal – hal yang berkaitan dengan pekerjaannya.

            Frederick Herzberg 1943 , Gary Dessler 2007  mengemukakan bahwa   ketidakpuasan kerja  ( Work Disstisfaction)  dan  kepuasan kerja  ( Work Satisfaction ) tumbuh dari kumpulan factor yang berbeda .

Faktor Motivasi ( Motivating Factor Satisfier ) yaitu :
1. Prestasi ( Achievment )

2. Pengakuan ( Recognition )
3. Pekerjaannya sendiri ( Work it self)

4. Tanggung jawab ( Reponsibility)

5. Kemajuan ( Advancement)
6. Pertumbuhan ( Growth )
        Motivator atau satisfier
        Motivator adalah sejumlah faktor yang umumnya berhubungan langsung dengan ” isi ” pekerjaan     ( job content ) atau faktor – faktor intrinsik. Motivator akan mendorong terciptanya kepuasan kerja namun tidak terkait langsung dengan ketidak puasan. Contoh dari faktor motivator adalah prestasi atau keberhasilan , dimana keberhasilan melaksanakan pekerjaan akan mendorong timbulnya motivasi kerja seseorang. Oleh karena itu, seorang atasan harus mau memberikan kesempatan kepada bawahan atau membantu bawahan mencapai keberhasilan.
Bila konsep motivasi diterapkan dalam konteks kerja, maka seseorang yang memiliki motivasi kerja tinggi akan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: (Jali,    2000.  146) :
       Menyukai tugas yang menuntut tanggung jawab tinggi pribadi.

a. Mencari situasi dimana  pekerja memperoleh umpan balik  dengan segera, baik dari pimpinan maupun teman sejawat.

b. Senang bekerja sendiri, sehinggga kemampuan diri dapat dikedepankan. 

c. Senang bersaing mengungguli prestasi bekerja orang lain.

d. Memiliki kemampuan untuk menangguhkan pemuasan keinginan pribadi demi pekerjaan.

e. Tidak tergugah sekedar mendapatkan uang , status  atau  keuntungan.
           Ditinjau dari pengertian motivasi, teori motivasi ini dapat disimpulkan  bahwa Motivasi merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan seluruh daya atau kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menggerakan prilaku atau tindakan. Semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi pula intensitas prilaku atau kerja dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Motivasi kerja adalah dorongan prilaku yang didasarkan atas motif dan diarahkan kepada tujuan yang diingainkan.

b. Terdapat pertanyaan mengapa seseorang mau melakukan sesuatu prilaku atau pekerjaan tertentu.

c. Motif timbul karena  ada tujuan yang ingin dicapai dari prilaku atau pekerjaan tertentu.

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil dari pekerjaan, tindakan, prilaku yang dilakukan   merupakan upaya yang sadar, sehingga seseorang mau melakukan suatu pekerjaan, apabila pekerjaan itu menyenangkan. Seseorang mau melakukan sesuatu pekerjaan, apabila pekerjaan itu memberikan manfaat bagi dirinya.  Seseorang melakukan suatu pekerjaan .yang tidak disenangi atau kurang memberikan manfaat / keuntungan bagi dirinya itu dilakukan karena terpaksa seseorang  mau melakukan suatu pekerjaan karena ada sesuatu yang ingin dicapai.
  Indikator Variabel  Motivasi.  (Mc. Clelland 1943, Gary Dessler ),
· Kebutuhan akan prestasi  

· Kebutuhan akan afiliasi            

· Kebutuhan akan kekuasaan     

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor motivasi kerja mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kinerja, khususnya kinerja karyawan . Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih variable Motivasi sebagai varibale independen yang pertama  dengan code variabel ( X1 ).
2.3.  Kompetensi  Karyawan

  2.31.  Pengertian Kompetensi

 Faktor berikut yang mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kinerja adalah faktor kompetensi karyawan. Secara umum Competence / kompetensi diartikan  sebagai  “keterampilan dan  pengetahuan yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan atau jasa.”                Kompetensi adalah kemampuan  untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi dengan  keterampilan  dan pengetahuan serta didukung  sikap kerja  yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.  Dengan demikian kompetensi menunjukan  keterampilan atau pengetahuan  yang dicirikan oleh profesionalisme  dalam   suatu bidang tertentu sebagai sesuatu  yang penting. ( Wibowo, 2010 ).
Kompetensi menunjukan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu  yang memampukan mereka untuk melakukan  tugas dan tanggung jawab  mereka secara efektif  dan meningkatkan standar kualitas  profesional dalam pekerjaan mereka. Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang ditempat kerja pada berbagai tingkat, dan memperinci satandar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan  yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas  dan tanggung jawab secara efektif  sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja dan mencakup semua aspek catatan manajemen kinerja keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi dan pengembangan.

Dalam konteks ini, kinerja dalam pekerjaan dipengaruhi oleh  pengetahuan  kemampuan, sikap, gaya kerja, kepribadian, kepentingan / minat, dasar – dasar nilai sikap, kepercayaan , dan gaya kepemimpinan. Dengan demikian, seorang pelaksana yang unggul adalah mereka yang menunjukan kompetensi pada sekala  tingkat lebih tinggi, dengan frekwensi lebih tinggi, dan dengan hasil lebih baik dari pada pelaksana biasa atau rata-rata. Oleh karena itu kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria  yang direferensikan  terhadap kinerja yang unggul atau efektif  dalam sebuah pekerjaan atau situasi.

Analisis dan urgensinya faktor kompetensi karyawan dalam   MSDM, bertujuan untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai efektivitas dan produktivitas  organisasi.  Oleh karena itu, sumber daya manusia hendaknya dapat dikelola secara baik agar memperoleh daya guna yang optimal, karena sumber daya manusia yang berdaya guna, mencerminkan adanya kompetensi dan kemampuan kerja yang diperlukan oleh organisasi. 
Dalam konteks  kompetensi, perlu dibedakan antara  pengertian atribut dan kompetensi. Atribut adalah kualitas yang melekat kepada seseorang atau sesuatu.  Dalam manajemen kinerja istilah atribut mengacu kepada apa yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif, karena atribut terdiri dari pengetahuan, keahlian, kepiawaian, (Surya Dharma, Manajeman Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya  2005 : 102).   Dilain  pihak  Amstrong ( 2002 ) berpendapat bahwa Kompetensi mengacu pada dimensi prilaku dari sebuah peran–prilaku seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan dimana dalam kompetensi mencakup karakteristik prilaku yang dapat menunjukan perbedaan antara mereka yang berkinerja tinggi, dalam hal ini menyangkut prestasi, sehingga kompetensi adalah apa yang dibawa oleh seseorang kedalam pekerjaannya dalam  bentuk, jenis dan tingkatan perilaku yang berbeda,  sedangkan  atribut ( pengetahuan, keahlian, dan kepiawaian)  diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. 
2.3.2. Definisi  Kompetensi
Merujuk pendapat  H Achmasd S. Ruky  “ SDM Berkualitas  Mengubah  VISI   Menjadi  REALITAS  ( 104. 2006 ) mengambil definisi yang   disampaikan oleh      Spenser  Jr, Leyle M. dan   Spenser    Signet M  ( 2000 ),  mengatakan bahwa kompetensi adalah “ an undelaying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and / or superior performance in a job or situation.” Karakteristik dasar seseorang  ( individu ) yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi serta bertahan cukup lama dalam diri manusia.
Watson Wyat ( 2000 ) sebuah perushaan konsultan manajemen di Amerika  memberikan  definis tentang   Competency  sebagai    kombinasi    dari keterampilan  ( skill  ) ,  pengetahuan ( Knowledge ) dan prilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis  untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi peribadi karyawan terhadap organisasinya. Komponen-komponen atau elemen yang membentuk sebuah kompetensi adalah:
1. Motif ( motives )
2. Motif sesuatu yang secara konsisten  dipikirkan atau dikehendaki oleh seseorang yang selanjutnya akan mengarahkan, membimbing, dan memilih suatu perilaku tertentu terhadap  sejumlah aksi atau tujuan.
3. Karakter pribadi ( traits)
Karakteristik fisik dan reaksi atau respons  yang dilakukan secara   konsisten terhadap  suatu situasi atau informasi.
4. Konsep diri ( self concept ) 
Adalah perangkat sikap , sistim nilai atau citra diri yang dimiliki sesorang.
5. Pengetahuan ( knowledge ). 

Merupakan  informasi yang dimiliki seseorang terhadap suatu area spesifik tertentu dan  pengetahuan yang relevan dengan jabatan yang harus diisi dan dimiliki kandidat. Pengetahuan  dapat berbentuk pengetahuan teknis, pengetahuan umum, bisnis, manajemen,  dan  sebagainya.
6. Keterampilan ( Skill ) 
Merupakan kemampuan untuk mengerjakan serangkaian tugas fisik atau mental tertentu.


Komponen  kompetensi yang berupa motif, karakter pribadi, dan konsep diri dapat meramalkan suatu prilaku tertentu yang pada akhirnya akan muncul sebagai unjuk kerja. Kompetensi juga   selalu    melibatkan  intensi  ( kesengajaan) yang mendorong sejumlah motif  atau karakter pribadi untuk melakukan suatu aksi menuju terbentuknya suatu hasil; gambaran skematis  yang dapat dilihat,  pada gambar 2.4   . 
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Gambar. 2.4 mekanisme karakter Pribadi 
Sumber  Wibowo,   Manajemen Kinerja 2010.

Dalam definisi yang diajukan oleh Spenser & Spenser ( 2000 ) dijelaskan bahwa dalam menggunakan kompetensi harus ada  Kriteria Pembanding   untuk membuktikan bahwa sebuah elemen kompetensi memang benar mempengaruhi baik atau buruknya unjuk kerja. Suatu karakteristik tidak dapat dikatakan sebagai kompetensi kecuali dia dapat meramalkan sesuatu yang berarti yang terjadi didunia nyata.

Suatu karakteristik yang tidak dapat membuat perubahan dalam kinerja bukanlah suatu kompetensi dan tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja seseorang. Kriteria pembanding yang sering digunakan dalam suatu studi kompetensi   khusunya    yang    mengikuti kelompok Hay – Mac  Ber ( 2000) adalah  :
1. Unjuk kerja atau prestasi kerja superior   yaitu tingkat kerja yang secara statistik menempati posisi atau standar deviasi diatas ujuk kerja rata-rata .

2. Unjuk Kerja atau prestasi kerja efektif :  yaitu tingkat kerja minimal yang dapat diterima dan dibawah level tersebut dianggap sebagai unjuk kerja yang tidak dapat diterima.

2.3.3. Jenis-Jenis  Kompetensi 
      Spenser & Spencer (2000) dalam konteks unjuk kerja        menggolongkan dua jenis    kompetensi  yaitu :

1.   Kompetensi Ambang ( Threshold Competncies ) : 

      yaitu kriteria minimal dan esensial yang dibutuhkan  / dituntut dari sebuah jabatan dan harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan  untuk dapat bekerja menjalankan pekerjaan   secara efektif .

2. Kompetensi Pembeda ( Differentiating  Competencies}. 

     yaitu kriteria yang dapat membedakan antara orang yang selalu mencapai unjuk kerja superior dan orang yang unjuk kerjanya rata-rata saja
Ketika menggunakan konsep kompetensi, kedua klompok kriteria ini harus diidentifikasi, disepakati, dan ditetapkan secara jelas dan tegas. Dalam konteks kompetensi ini program pengembangan, memegang peran yang cukup tinggi, program pengembangan  karyawan hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan pada metode - metode ilmiah serta berpedoman kepada keterampilan yang dibutuhkan untuk saat ini maupun untuk masa datang. Pengembangan harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan, Pengertian pengembangan dapat dijelaskan melalui definisi-definisi para ahli seperti diuraikan di bawah ini.
Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan   kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, jabatan, melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan untuk meningkatkan keahlian teoritis. konseptual dan moral karyawan, sedangkan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan.

Edwin B.Flippo ( 2000 ) berpendapat bahwa ” Education is concerned general knowledge and understanding of our total environment. Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh ,  dikatakan pula bahwa  “ Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job”   latihan merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu .
Pendidikan dan latihan dapat diartikan pengembangan  yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja, baik teknis mapun manajerial. Dalam konteks ini, Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama dan biasanya menjawab ” Why ” sedangkan latihan berorientasi pada praktek,  dilakukan dilapangan,  berlangsung singkat, dan biasanya menjawab ” How ” ( Jan Bella ,2000 ).  Melalui pendidikan dan pelatihan yang baik diharapkan kompetensi dan kemampuan kerja dari para karyawan meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya 

2.3.4. Faktor Pendukung kompetensi
            Yang merupakan faktor Pendukung  kompetensi kerja antara lain :
a. Pengetahuan dan keterampilan  untuk mengerjakan suatu tugas dalam   kondisi normal di tempat kerja.

b. Kemampuan   mentransfer  dan  menerapkan  kemampuan dan pengetahuan itu  pada situasi dan kondisi lingkungan yang berbeda.

c. Hal  tersebut tidak diartikan bahwa  hanya kemampuan kerja ansich, namun perlu dan harus dilandasi  dengan  alasan mengapa tugas itu dikerjakan.
Dengan demikian standard kompetensi merupakan rumusan tentang  kemampuan   yang dimiliki seseorang, yang didasari  oleh   kemampuan  (ability), keterampilan (skill) yang didukung penerapannya dilaksanakan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. Dengan  kompetensi yang standar yang dipunyai oleh seseorang pegawai, maka diharapkan bahwa pegawai  akan mampu :

a. Melaksanakan suatu tugas yang dibebankan mengorganisasikannya agar pekerjaan / tugas yang diembanya  dapat diselesaikan dengan baik.

b. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas  dalam kondisi yang berbeda.
2.3.5. Ciri – ciri  Kompetensi


Seorang pegawai dikatakan kreatif apabila memiliki kemampuan yang bisa    dipertanggung    jawabkan, menurut   David Campbell   dikutif oleh Riduan ( 2004 : 253 ),  menggolongkan  ciri – ciri  sumber daya manusia yang kompeten memiliki : 1. ciri–ciri  pokok, dan 2. ciri–ciri  yang memungkinkan.

Ciri – ciri pokok 

1. Kelincahan mental mampu berpikir dari segala sudut, dalam artian   bahwa kelincahan mental merupakan kemampuan untuk bermain - main dengan ide–ide atau  gagasan – gagasan, konsep, kata-kata dan sebagainya, berpikir dari segala arah / sudut (convergent thinking) yaitu kemampuan untuk memandang masalah atau perkara dari berbagai arah, dan mengumpulkan berbagai fakta yang penting dan mengarahkan fakta itu pada masalah atau perkara yang dihadapi.

2. Fleksibilitas Konsep (Conceptual fleksibility)  kemampuan untuk secara  spontan mengganti cara memandang, pendekatan, kerja yang tidak jalan.

3. Orisinalitas ( Originality )   kemampuan untuk menghasilkan ide, gagasan, pemecahan, cara kerja yang tidak lazim,  (meski tidak selalu baik), yang jarang  bahkan mengejutkan (Inovasi)

4. Lebih menyukai kompleksitas  dari pada kemudahan, dengan maksud  untuk memperkaya dan memperluas cakrawala berpikiran kecakapan

5. Latar belakang yang merangsang. Latar belakang yang merangsang  ( Stimulating backgruond )  adalah lingkungan dan suasana yang mendorong untuk mempelajari  pengetahuan, melatih kecakapan  baru dan untuk memiliki sifat – sifat khas mereka, usaha, tenang dalam kegagalan, tidak putusasa, disiplin ,  berprestasi dan bergairah dalam hidup

6. Mempunyai kecakapan dalam banyak hal.

Pada umumnya orang yang memiliki kemampuan, mempunyai banyak minat dan kecakapan dalam berbagai bidang / multiple skill.
Ciri – ciri yang memungkinkan  perlu untuk mempertahankan gagasan- gagasan   kreatif yang sudah dihasilakn , meliputi :

1. Kekuatan mental dan fisik untuk bekerja keras 

2. Berpikir mandiri.

3. Pantang menyerah.

4.  Mampu berkomunikasi dengan baik.

5. Lebih tertarik pada konsep dari pada segi-segi lain.

6. Keingin tahuan intelektual.

7. Kaya humor dan fantasi.

8. Tidak segera menolak ide atau gagasan baru.

9. Arah hidup yang mantap.
2.3.6. Faktor – faktor yang     mempengaruhi     kompetensi . 

Kompetensi  seseorang berkembang melalui  suatu proses, lebih jauh  menurut Sahlan yang dikutip oleh Ridwan  ( 2004: 255 ), mengemukakan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi kompetensi  adalah :

1. Faktor Usia
Dalam konteks ini Plato berpendapat bahwa ”  Seseorang pada waktu muda sangat kreatif, namun setelah tua kemampuan / kompetensi dan kreativitasnya  mengalami kemunduran, kadang kadang  kemampuan dan bakat seseorang  yang begitu jaya tatkala mudanya,  dapat hilang stetelah ia menjadi tua. Hal ini disebabkan  kehilangan upaya  dan mungkin telah merasa puas  dengan keberhasilan yang telah diraihnya. 
2. Faktor Jenis Kelamin

Dari hasil    penelitian    J. Mac. Evan   dan     Petersen New Jersey ( 2002), hasil penemuannya  mengatakan  ”  Dalam kelancaran ide, kaum wanita lebih unggul  40 % dibanding  kaum pria, Selanjutnya O. Connor Foundation ( 2002) mengemukakan bahwa :   ” Rata – rata kemampuan dan bakat kreatif kaum wanita 25 % lebih unggul dibanding pria”
3. Faktor Usaha 

Faktor usaha dan kemauan keras dari individu akan menciptakan  kreatifitas dengan  baik, Brook Atkinson (2000) mengatakan ”Kekuatan penggerak yang benar - benar  menjadi pembeda adalah” , tingkat kemampuan dan kreatifitas, dan bukan tingkat alamiah.

2.3.7. Manfaat  Penggunaan Konsep Kompetensi 
Saat ini konsep kompetensi sudah  mulai diterapkan dalam berbagai aspek dari MSDM, yang paling  banyak  dalam  bidang pelatihan dan  pengembangan   (competency     Based Training ),   recrutment dan  seleksi ( Competency  Based  Recruitment  and Selection) dan sistem Remunerasi (Kompetency Based Payment ). Konsep kompetensi menjadi semakin populer dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan berbagai alasan  sebagi berikut :
1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang dicapai.

       Dalam hal ini model kompetensi akan mampu menjawab dua  pertanyaan  standar :

a. Keterampilan, kemampuan dan karakteristik apa saja dalam pekerjaan.

b. Perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan kinerja dan    kesuksesan dalam pekerjaan.

       Kedua hal tersebut akan banyak membantu dalam mengurangi pengambilan keputusan secara subyektif dalam bidang SDM . Dengan memperjelas yang diharapkan dalam suatu pekerjaan  model kompetensi akan membantu memenuhi kebutuhan individual, antara lain dengan mengarahkan prilaku pada standar yang diharapkan dan meningkatkan keterampilannya melaui pelatihan dan cara-cara lain.
2. Alat seleksi karyawan

Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi untuk memilih calon karyawan terbaik. Dengan kejelasan terhadap perilaku efektif  yang diharapkan dari karyawan,  dapat mengarahkan pada sasaran yang selektif serta mengurangi biaya rekrutmen yang tidak perlu .  Caranya dengan mengembangkan suatu set prilaku yang dibutuhkan umtuk setiap fungsi.
3. Memaksimalkan produktivitas

     Tuntunan untuk menjadikan suatu organisasi ” Ramping ”  mengharuskan untuk mencari karyawan yang bisa dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga mampu untuk dimobilisasikan secara vertikal maupun horisontal.

4. Dasar untuk Pengembangan Sistim remunerasi

Model   kompetensi   dapat digunakan   untuk mengembangkan sistim remunerasi  ( imbalan ) yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan .

5. Memudahkan Adaptasi terhadap Perubahan
Dalam era perubahan yang sangat cepat , sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat . Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah ini.

6. Menyelaraskan Prilaku Kerja dengan Nilai – Nilai Organisasi.
           Model Kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan. Secara spesifik bidang-bidang dalam MSDM yang akan memperoleh keuntungan dari penggunaan model kompetensi dapat dijelaskan sebagai  berikut : 

1. Rekrutmen dan Seleksi
· Memberikan gambaran yang lengkap terhadap tuntutan kompetensi dari pekerjaan dan / jabatan.

· Meningkatkan ketepatan ”prediksi” untuk mempekerjakan orang yang akan sukses.

· Meminimalkan biaya ( Cost )  dalam bentuk uang dan waktu  pada karyawan yang mungkin tidak bisa mencapai harapan organisasi.

· Melakukan proses wawancara yang lebih sistimaris.

· Membantu membedakan antara kompetensi – kompetensi yang bisa dikembangkan dengan yang sulit untuk dikembangkan.
2. Pelatihan dan Pengembangan  

· Memudahkan kita untuk memfokuskan upaya pada keterampilnan pengetahuan dan karakteristik yang paling berpengaruh terhadap unjuk kerja .

· Menyakinkan bahwa kesempatan pelatihan dan  pengembangan selaras dengan  nilai dan strategi perusahaan.
· Memberikan krangka    kerja    untuk    proses     pembinaan / coaching dan umpan balik secara berkelalanjutan.

3. Penilaian Kinerja 
· Memudahkan untuk tercapainya kesepakatan  atasan dan bawahan mengenai perilaku kerja apa dan mana yang dimonitor dan diukur.

· Memfasilitasi dan memusatkan perhatian pada diskusi tentang kinerja.

· Mengarahkan perhatian pada pengumpulan informasi tentang prilaku sesorang dalam kinerjanya.
2.3.8. Kompetensi Inti dan Kompetensi  Spesifik

Pada banyak perusahaan model kompetensi dibagi dalam dua kelompok yaitu :

1. Kelompok inti ( Core Competencies)
Kelompok kompetensi yang berlaku / harus dimiliki oleh semua orang dalam organisasi , yaitu  kompetensi hendaknya :  
a. Terfokus pada pelanggan

b. Mempunyai kesadaran bisnis.

c. Faham manajemen Perubahan.

d. Berorientasi pada prestasi / output.

e. Komunikatif..

f. Punya sifat Kerjasama kelompok.

g. Mempunyai sifat Kepemimpinan.

h. Mampu mengembangkan orang lain 

i. Berpikir analisis.

j. Punya kemampuan pemecahan masalah  ( Problem solving ).
         Karakteristik dasar berupa motif, Keperibadian, sikap, dan nilai, serta pengetahuan  dan  keterampilan yang telah ditetapkan sebagai ( core company Competencies ) harus dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang yang bekerja dalam organisasi tersebut, dalam bidang apa saja dan dalam jabatan apa saja. 

Core Competencies  telah merefleksikan nilai-nilai yang dijadikan prinsip-prinsip acuan, dan pegangan oleh perusahaan dalam menjalankan organisasinya. Core Competencies  juga akan  dijadikan acuan bagi usaha pengembangan  SDM yang ada dalam organisasi tersebut.
2.  Specific  Job  Competencies 
        Tiap pekerjaan atau jabatan tertentu menuntut pengetahuan, keterampilan dan sifat yang spesifik untuk jabatan dan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh misalnya seorang yang bertugas dibidang manajemen keuangan  pada PT XYZ . Selain harus memenuhi persyaratan core competency , yang ditetapkan oleh PT. XYZ orang itu harus pula memiliki kompetensi spesifik  untuk pekerjaan jabatannya. Kompetensi spesifik tersebut juga terdiri dari komponen-komponen  motive  dan  traits  dalam artian karakteristik peribadi yang spesifik dengan pekerjaan dalam bidang itu serta pengetahuan dan keterampilan yang relevan yang lebih bersifat teknis,  misalnya  sebagai analisis keuangan, interpretasi keuangan  dan lain lain.

2.3.9. Hubungan kompetensi  dengan kinerja

         Melalui upaya pengembangan dan peningkatan kualitas kemampuan    kerja / kompetensi  karyawan   akan mempunyai dampak  sebagai berikut :

a. Produktivitas kerja : dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat baik kualitas maupun kuantitas, produksi akan semakin baik, karena technical skill dan manajerial skill karyawan yang semakin baik.

b. Efisiensi : Khususnya akan diperoleh efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, mengurangi ausnya mesin-mesin, mengurangi terjadinya pemborosan yang pada akhirnya meningkatkan daya saing perusahaan.

c. Mengurangi   tingkat   kerusakan alat -  alat produksi dan tingkat kecelakaan karyawan.

d. Dengan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan   pelayanan kepada para nasabah / konsumen.

e. Dengan Pengembangan moral diharapkan , moral karyawan akan lebih baik karena  keahlian  dan keterampilannya sesuai dengan tugas pekerjaannya sehingga mereka antusias dalam menunaikan tugasnya.

f. Karier dengan pengembangan dapat membuka lebar kesempatan untuk   meningkatkan karier.

g. Konseptual , khususnya untuk para manajer akan  memberikan kemampuan akurat dalam mengambil keputusan.

h. Kepeminpinan; dengan pengembangan diharapkan tugas tugas kepemimpinan dapat dilaksanakan secara lebih baik  dan sempurna.

i. Balas Jasa  ( kompensasi ) , Pengembangan akan memberi peluang besar untuk memperoleh kompensasi yang lebih baik.

j. Bagi konsumen; dengan adanya pengembangan karyawan akan lebih diuntungkan melalui peningkatan pelayanan mutu baik produk maupun jasa.
2.3.10. Dimensi  Kompetensi
     Yang menjadi dimensi Kompetensi  adalah :

1. Knowledge (Pengetahuan yang dimilki)

2. Skill  (Keterampilan yang dimilki)
3.  Motive (Dorongan yang ada pada masing-masing)
4  Posisioning  (penempatan dalam tugas)
5  Self concept   (daya konsep pada pribadi)

2.3.11. Indikator variabel Kompetensi 

   Sebagai konsep teoritis kompetensi  yang  dimiliki yang didasarkan pada abillity yang didukung  oleh penerapan  yang   sesuai     dengan  ketentuan yang dipersyaratkan  ( David Campbell  2000  ). Dimensi  Knowledge meliputi pendidikan dan pengetahuan bidang pekerjaan. Skill yang meliputi, Pengetahuan bidang pekerjaan, pengalaman di bidang pekerjaan, keahlian, pelatihan /  training, yang sesuai, kegiatan work shop, dan kursus – kursus yang sesuai. 
Sebagai indikator Variabel kompetensi : 
1. Kelincahan mental mampu berpikir dari segala sudut ( convergent)
2. Kelincaham Mental dan berpikir kesegala arah (divergent thinking)  
3. Fleksibilitas Konsep (Conceptual fleksibility)

4. Inovatif.

5. Lebih menyukai kompleksitas  dari pada kemudahan.

6. Latar belakang yang merangsang.  (Stimulating backgruond) 
7. Mempunyai kecakapan dalam banyak hal.  (multiple skill).


Dari uraian tersebut sebagai kesimpulan yang dapat dikemukakan  bahwa kompetensi   merupakan  variabel yang mempunyai kontribusi yang cukup berarti  yang dapat memepengarhi  Kinerja karyawan ;  dalam konteks penelitian ini., peneliti menjadikan  faktor Kompetensi Karyawan sebagai variabel independen kedua  yang berperan  dalam mempengaruhi Kinerja (X2).
2.4.     Disiplin Kerja Karyawan
2.4.1.  Pengertian Disiplin Kerja
Didalam kehidupan sehari hari, dimanpun manusia berada  membutuhkan peraturan – peraturan  dan ketentuan – ketentuan yang akan mengatur dan membatasi setiap kegiatan dan prilakunya; namun peraturan tersebut tidak ada artinya  bila tidak disertai dengan  sanksi bagi para pelanggarnya. Penyesuaian diri dari tiap individu terhadap sesuatu yang  ditetapkan kepadanya  akan menciptakan suatu masyarakat yang tertib dan bebas dari kekacauan – kekacauan, demikain  juga kehidupan dalam suatu perusahaan akan sangat membutuhkan ketaatan dari para anggotanya pada peraturan dan ketentuan yang berlaku pada perusahaan tersebut, dengan kata lain disiplin kerja  pada karyawan  sangat dibutuhkan. 

Disiplin kerja dipandang cukup dominan didalam menciptakan kinerja yang baik, efektif  dan efisien , kedisiplinan  dalam pelaksanan tugas sangat menentukan keberhasilan  suatu misi, oleh karena itu dalam konteks penelitian ini, peneliti  menjadikan  kedisiplinan dalam bekerja sebagai salah satu variabel independen  yang penting.

Kata disiplin berasal dari bahasa Latin ” discipline ” ´yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerochanian serta pengembangan tabiat. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting, karena semakin baik disiplin karyawan semakin tinggi prestasi kerja .  Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang  terhadap tugas - tugas yang diberikan kepadanya. Disiplin mendorong gairah kerja, semangat kerja dalam rangka terwujudnya tujuan perusahaan, tujuan karyawan dan tujuan masyarakat. Oleh karena itu setiap manajer selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya apa bila para bawahannya mempunyai disiplin yang baik.  Dalam lingkup organisasi,  Anoraga ( 2000 : 46 ) menyatakan     bahwa   disiplin   adalah suatu sikap, perbuatan untuk mentaati tata  tertib. Sementara Sinugan (2003 : 135 ) mendefinisikan disiplin sebagai sikap kejiwaan dari seseorang atau sekelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti / mematuhi    segala aturan, keputusan yang telah ditetapkan. 
Dalam konteks analisis  ini beberapa definisi tentang disiplin yang diberikan oleh para pakar MSDM adalah sebagai berikut :

1. Discipline adalah : ” Bring under control,  train to obedience and    order,    drill,  whence, (The    Concise Oxford Dictionary)

2. Disipline : Training that produces  underlines, obedience,  self-control,   result  of such   training  unrder conduc,etc. ( New Gem Dictionari )

3. Kedisiplinan  adalah  kesadaran dan kesediaan seseorang    untuk   menaati semua peraturan perusahaan dan norma - norma sosial yang berlaku.
Perlu dijelaskan bahwa  disiplin erat kaitannya dengan kesadaran. Pengertian kesadaran itu sendiri adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas  dan tanggung jawabnya. Satu pendapat mengatakan, kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma – norma sosial yang berlaku 
Disiplin berkaitan erat dengan prilaku karyawan dan berpengaruh terhadap kinerja. Mathias dan Jackson  2002 : 317 mengatakan : Disiplin yang efektif sebaiknya diarahkan pada prilakunya dan bukan pada karyawan secara pribadi, karena alasan untuk pendisiplinan adalah meningkatkan kinerja ”. Dalam konteks ini, Prijodarminto ( 2000 : 7 ) berpendapat bahwa  ” disiplin yang mantap pada hakekatnya akan tumbuh dan terpancar dari hasil kesadaran manusia ”. dengan kata lain disiplin yang tidak bersumber dari hati nurani manusia akan menghasilakn disiplin yang lemah dan tidak bertahan lama.
Memperhatikan pengertian disiplin diatas, dapat diartikan bahwa disiplin kerja karyawan adalah sikap dan perbuatan  karyawan dalam mentaati semua pedoman dan peraturan yang telah ditentukan untuk tercapainya tujuan organisasi. Disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Arah dan tujuan disiplin pada dasarnya adalah keharmonisan dan kewajaran kehidupan kelompok atau organisasi baik organisasi formal maupun non formal. Keharmonisan atau kewajaran kelompok atau organisasi tersebut hanya mungkin tercapai apabila hubungan antar anggota kelompok / organisasi tersebut dilakukan pada proporsi atau imbangan – imbangan yang didasarkan pada ukuran dan nilai yang telah disepakati bersama, dengan penuh kesadaran, dengan kata lain timbulnya hak dan kewajiban,  wajib ditaati dan dihormati oleh para anggauta kelompok atau organisasi masing masing, karena hak dan kewajiban tersebut dibuat demi kebaikan bersama semua anggota.
2.4.2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja

Menurut Singodimedjo  (  2000, 24 ) faktor yang mempengaruhi disiplin   pegawai adalah  : 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi.

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan.

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan.

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan.

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan.

6. Ada tidaknya perhatian pada para karyawan.

7. Diciptakannya  kebiasaan positif misalnya :

· Saling menghormati , bila ketemu dilingkungan perusahaan.

· Melontarkan pujian  sesuai dengan tempat dan waktunya.

· Sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan – pertemuan 

· Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan sekerja  disertai alasan yang baik.
Dalam pelaksanaan disiplin kerja, peraturan dan  ketetapan  perusahaan hendaknya masuk akal dan bersifat adil bagi seluruh karyawan  dan dikomunikasikan  sehingga karyawan tahu apa yang menjadi larangan dan apa yang dibolehkan. 
Dari uraian tersebut dapat difahami bahwa faktor disiplin karyawan merupakan syarat mutlak  dalam melaksanakn suatu pekerjaan, suatu tugas sebagaimana mestinya, bilamana tujuan organisasi atau perusahaan ingin tercapai dengan baik,  Efektif  dan  efisien.
  2.4.3.  Pendekatan Disiplin

  Mathias dan Jackson  (2002. 314 ) .menyatakan  : ” Sistem disiplin dapat dipandang sebagai  sebuah penerapan modifikasi prilaku untuk karyawan yang bermasalah atau karyawan yang tidak produktif ”. Disiplin yang terbaik adalah disiplin diri. Melalui disiplin diri, karyawan memahami apa yang diharapkan dari dirinya dalam pekerjaan sehingga  mendapat kepercayaan untuk menjalankan  pekerjaan secara efektif. Selain disiplin yang berasal dari diri karyawan, hendaknya karyawan menyadari perlunya disiplin eksternal untuk membantu disiplin diri. Filosofi ini menurut Mathias dan Jackson menghasilkan pendekatan disiplin positif.

Pendekatan disiplin positif dibangun berdasarkan filosofi bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang biasanya dapat dikoreksi secara konstruktif tanpa perlu hukuman. Fokus dari pendekatan ini adalah penemuan fakta dan bimbingan guna mendorong prilaku yang diharapkan, dan bukan mnggunakan hukuman untuk mencegah prilaku yang tidak diharapkan. Menurut Mathias dan Jackson langkah – langkah  dalam membina disiplin positif adalah :

1. Peringatan lisan / Konseling.

2. Peringatan tertulis.

3. Skorsing.

4. Pemutusan Hubungan Kerja. ( PHK )
-    Peringatan Lisan / Konseling
       Tahap ini memberikan kesempatan kepada para manajer dan supervisor untuk mengidentifikasi gangguan prilaku kerja karyawan dan mendiskusikan solusinya. Tujuan tahap ini adalah meningkatkan kesadaran karyawan, terhadap kebijakan dan peraturan perusahaan. Pengetahuan tentang tindakan disiplin diyakini dapat mengurangi pelanggaran. Konseling oleh manajer atau supervisor dapat menimbulkan efek positif sehingga memiliki arti penting bagi proses pendisiplinan karyawan
    -    Dokumen tertulis 
       Tahap ini dilakukan bila prilaku karyawan  tidak juga terkoreksi. Untuk itu dilakukan pertemuan antara manajer atau supervisor dengan karyawan. Bila pada tahap konseling dilakukan secara lisan, maka pada tahap ini karyawan atau supervisor menyusun solusi  secara tertulis untuk mencegah munculnya persoalan yang lebih jauh.
     -     Peringatan terakhir / Skorsing
        Tahap ini diselenggarakan apabila karyawan  tidak menjalankan solusi tertulis yang telah disepakati pada tahap dokumen tertulis. Manajer atau supervisor melakukan pertemuan dengan karyawan dengan tujuan melakukan peringatan terakhir. Supervisor atau manajer menjelaskan  dan menekankan pada karyawan  akan pentingnya koreksi  terhadap tindakan karyawan yang tidak tepat. Pada pertemuan tahap ini perlu diyakinkan kepada karyawan bahwa pelanggaran yang dilakukannya adalah serius dan untuk itu prilaku karyawan perlu dirobah.
      -    Pemberhentian ( PHK)
        Tahap ini dilakukan bila karyawan gagal mengikuti rencana kerja  yang telah disusun pada  tahap – tahap sebelumnya, atau perilaku karyawan semakin buruk sehingga tingkat pelanggaran karyawan semakin tinggi dan kekuatan pendekatan disiplin positif terletak pada pemecahan masalah yang melibatkan partisipasi aktif karyawan dalam proses pendisiplinan diri karyawan. 

2.4.4. Jenis Disiplin
             Marwansyah dan Mukaram  ( 2005-243) membedakan disiplin menjadi dua  yaitu disiplin priventif dan disiplin korektif
a. Disiplin priventif
         Disiplin yang diambil untuk  mendorong karyawan agar mengikuti standar dan aturan sehingga pelanggaran bisa dicegah.  Tujuan pokok disiplin priventif ialah untuk mendorong  terbentuknya  disiplin diri, dalam hal ini departemen SDM  memainkan peran penting dalam pembentukan disiplin priventif ini. Upaya pencegahan dilakukan dengan mengembangkan program – program untuk mengontrol ketidak hadiran  dan keluh kesah, mengkomunikasikan standar – standar kepada karyawan dan mendorong karyawan untuk mengikutinya. Mendorong peran serta karyawan dalam penetapan standar sehingga karyawan dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada aturan- aturan  yang ikut dibuat bersama karyawan.

b. Disiplin korektif 

           Adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Tindakan ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran lebih jauh  dan untuk menjamin bahwa  dimasa mendatang para karyawan akan  mengikuti standar dan aturan organisasi. Tidakan korektif atau diciplinary  action  biasanya berbentuk hukuman  (penalti), seperti pringatan atau skorsing  tanpa gaji. Tindakan disiplin jenis ini biasanya diprakarsai oleh atasan langsung karyawan meskipun tetap harus mendapat persetujuan dari manajer di jenjang yang lebih tinggi atau departeman SDM.
          Sejalan dengan pendapat Devis dan Werther, Marwansyah dan Mukaram (2005 : 343 ) menyatakan bahwa pada umumnya manajemen atau pimpinan organisasi menerapkan kebijakan disiplin progresif. Pimpinan organisasi akan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada karyawan yang melakukan pelanggaran aturan berulang-ulang .Tujuannya adalah untuk memberikan peluang bagi karyawan guna menjalankan satu tidakan korektif sebelum hukuman yang lebih serius diberlakukan.        
2.4.5. Syarat Tindakan Disiplin 

Mathis dan Jackson ( 2002 : 317 ) menyatakan : ” Para manajer harus memahami disiplin dan bagaimana mengadministrasikannya secara benar. Disiplin yang efektif sebaiknya diarahkan pada prilakuknya, dan bukan kepada pribadinya, karena pendisiplinan ditujukan untuk meningkatkan  kinerja ”. Lebih lanjut Mathias dan Jackson menyatakan bahwa disiplin dapat secara positif dikaitkan dengan kinerja. Cascio dalam Marwansyah  dan Mukaram (2005 : 244)  menyatakan  suatu tindakan disiplin harus memenuhi syarat sebagai berikut   :
1. Segera : tindakan disiplin harus diberlakukan segera sesudah terjadi pelanggaran. Selain itu harus diperhatikan bahwa yang didisiplinkan bukan  karena kepribadiannya, namun  karena apa    yang    mereka  lakukan  ( behaviour )

2. Dengan peringatan : karyawan harus mendapat peringatan yang memadai. Setiap karyawan harus mengetahui secara jelas dan pasti konsekwensi dari prilaku kerja yang tidak diharapkan perusahaan.
3. Konsisten :   tindakan disiplin harus dipersepsikan  sebagai suatu tindakan yang adil. Semua karyawan yang melakukan pelanggaran yang sejenis harus mendapat  tindakan disiplin yang sama, sehingga mencerminkan tindakan disiplin yang konsisten.
4. Tindakan bersifat pribadi ( personal ): Pimpinan atau manajer tidak boleh membeda – bedakan bawahannya  dalam menerapkan tindakan disiplin  siapa yang melanggar disiplin harus ditindak.
     Perihal tindakan disiplin, Mathias dan Jackson  (2002 : 317 ), menyatakan  faktor tersebut mengarah kepada praktek disiplin yang  abadi. 
2.4.6. Dimensi dan Indikator Kedisiplinan

            Dalam konteks kedisiplinan ini yang merupakan dimensi kedisiplinan  adalah :

1.    Kepatuhan terhadap jam-jam kerja. 

2.    Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. 

3.    Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi. 

4. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati. 

5.    Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan. 

2.4.7. Cakupan  Kedisiplinan

    Prijodarmono ( 2000 : 23 ) mengatakan bahwa disiplin mencakup  tiga aspek, yaitu :

1. Sikap mental ( Mental atttude ) yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalain pikiran dan pengendalian watak.

2. Pemahaman yang baik mengenai sistim aturan prilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran  bahwa ketaatan akan aturan, norma,  kriteria, dan standar tadi merupakan syarat mutlak  untuk mencapai keberhasilan ( sukses)

3. Sikap dan kelakuan yang wajar  menunjukan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib.  Beberapa indikator yang dapat menunjukan pengaruh terhadap tingkat kedisiplinan karyawan dalam suatu organisasi antara lain :

3.1.  Tujuan dan kemampuan

3.2.  Teladan pimpinan.

3.3.   Balas jasa.

3.4    Keadilan.

3.5. Waskat.

3.6. Sanksi hukuman.( Law enforcement)
3.7. Ketegasan.

3.8. Hubungan kemanusiaan.

3.9. Pendidikan dan latihan
Dari uraian di atas cukup jelas bahwa   faktor disiplin merupakan faktor yang tidak kurang perannya  dalam mempengaruhi kinerja,  dengan demikian varibel disiplin kerja karyawan dipandang dominan dalam menentukan keberhasilan peningkatan kinerja dan produktivitas Perusahaan. Dalam konteks penelitian ini peneliti akan mencoba memasukan    variabel   disiplin sebagai   variabel independen yang ketiga  ( X3 ).
2.5.  Pemahaman  Karyawan terhadap Regulasi Perpajakan

          Anlisis mengenai pemahaman Karyawan atas regulasi  perpajakan ini perlu uraian yang lebih mendalam.

Kita memahami betapapun caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup, dan dari mana didapatnya belanja buat hidup , harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan DPR. Rakyat menentukan nasibnya sendiri karena itu juga cara hidupnya.  Oleh karena itu penetapan belanja adalah hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, dengan demikian segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat  seperti pajak dan lain-lainnya  ditetapkan dengan undang- undang  dengan persetujuan DPR  ” No taxation without reprsentation , taxation with out representation is robbery ” Tidak ada pemajakan tanpa undang-undang, pemajakan tanpa undang-undang adalah perampokan. (Moch Zain ,  Manajemen Perpajakan  2003 ).
        Merupakan ungkapan-ungkapan  yang sangat populer berkenaan dengan pemungutan pajak, yang mencerminkan betapa eratnya kaitan antara rasa terwakili  ( representation )  dan   pengorbanan yang diberikan  ( taxation ) , sehingga apabila terjadi pemungutan pajak tanpa undang-undang  dengan peretujuan DPR maka hal ini disamakan dengan  robbery (perampokan). Pemahaman Regulasi Perpajakan dalam konteks penelitian ini adalah pemahaman atas semua ketentuan yang berupa undang-undang dan semua aturan pelaksanaanya baik dari Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, Kepala Kantor Wilayah Pajak, yang sudah barang tentu  disamping pengertian dan pemahaman secara rasio tetapi harus disertai kesediaan dan upaya implementasi untuk  merealisasikan  hal tesebut, sesuai ketentuan yang berlaku.


Pajak merupakan salah satu sarana penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik, sosial yang mengandung sasaran sebagai berikut :

1. Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah.

2. Pendistribusian beban pemerintah secara adil dalam kelas-kelas penghasilan  ( Vertical equity ) dan secara merata bagi masyarakat yang berpenghasilan sama ( Horizontal equity ).

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan perluasan kesempatan kerja.

Peran pemerintah sangat menonjol dalam usaha merangsang  dan membimbing pembangunan dan sosial, yang sudah tentu membutuhkan dana yang relatif cukup besar menyebabkan pemerintah cenderung  untuk melakukan pemungutan pajak sampai mencapai tingkat penerimaan yang paling optimal. Apabila diingat bahwa sasaran utama pemungutan  pajak adalah pengalihan penguasaan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah, maka  pengalihan sumber dana dari sektor swasta kesektor swasta lainnya bertujuan agar distribusi penghasilan dan kekayaan sesuai dengan pendistribusian yang diinginkan pemerintah dan opini masyarakat, yaitu memajaki masyarakat yang kaya dan berpenghasilan tinggi untuk kemudian dibayar atau diterima sebagai penghasilan dari masyarakat kecil melalui pengeluaran pemerintah.

Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat yang lebih meluas dan kompleks berdasarkan skala prioritas pembangunan nasional seperti pemenuhan kebutuhan pangan melalui pengembangan pertanian  pemenuhan kebutuhan sandang melalui pendirian industri tekstil, kebutuhan papan dengan membangun rumah murah / rumah sangat sederhana, sarana jalan untuk transportasi, pemeliharaan kesehatan melalui puskemas , dan mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.


Kebutuhan dana yang semakin meningkat hendaknya digali dari sumber yang tidak infaltoir yang berasal dari masyarakt sendiri melalui perpajakan dan sumber dana lain, misalnya kebijakan moneter– perbankan yang ditunjukan untuk  peningkatan efisiensi dan efektifitas lembaga keuangan dalam rangka mobilisasi dan realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pembangunan nasional.


Dalam rangka pembaharuan perpajakan nasional , sejak akhir tahun 1983 hingga saat ini DPR RI telah mengesahkan sepuluh UU Perpajakan dengan segala perubahannya yaitu : 
1. UU RI Nomor 6 tahun 1983 Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  ( KUP ) yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan UU. RI  Nomor  28 tahun 2007  Tentang KUP.

2.  UU. RI Nomor 7 Tahun 1983  Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan UU. RI Nomor 36 Tahun  2008 Tentang Pajak Penghasilan.

3. UU. RI Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa,  Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPN dan PPn BM ) yang telah beberapa kali diubah  yang terakhir dengan UU. RI nomor 42 Tahun 2009 Tentang  PPN dan PPN. BM.

4. UU. RI Nomor 12 Tahun 1985   Tentang    Pajak    Bumi   dan  Bangunan ( PBB) sebagaimana telah diubah dengan  UU. RI nomor 12 tahun 1994 Tentang PBB.

5. UU. R I  Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai 

6. UU. RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah  yang telah diubah dengan UU, RI   Nomor 34 tahun 2000  Tentang Pajak Daerah.

7. UU. RI. Nomor 19 tahun  1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  yang telah diubah dengan UU. RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .

8.  UU. RI Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Peneriman Negara bukan Pajak.

9. UU. RI Nomor 20 Tentang Bea Perolehan atas HAK Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) yang telah dubah dengan UU. RI Nomor 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB.
10. UU. RI. Nomor 17 Tahun 1997 Tentang  Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( BPSP) diubah dengan UU. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. 
      
Untuk  melaksanakan kesepuluh undang-undang tersebut, pada setiap undang-undang diterbitkan pula Peraturan Pemerintah / Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan / Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang menginterpretasikan dan memperjelas lebih lanjut ketentuan - ketentuan yang tedapat dalam undang-undang pajak  tersebut dan  dalam   hal tertentu dikeluarkan pula petunjuk Pelaksanaan  Juklak  / juknis yang urutannya dapat dilihat dalam gambar 2.5  halaman 92.
      Dengan
diterbitkannya   juklak   dan  Juksnis merupakan petunjuk dan lang-langkah yang perlu dituruti dan dilaksanakan dilapangan dalam menyelesaikan suatu tugas, hal ini untuk menghindarkan kesalahan teknis dan penyimpangan dalam menyelesaiakan tugas. Setiap  kesalahan dan penyimpangan berhadapan dengan sanksi.       
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Gambar 2.5

Urutan Dasar Hukum Perundang-undangan Perpajakan

Sumber :  Mohammad Zain  Manajemen  Perpajakan. 2003.
2.5.1. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil.
a. Hukum Pajak Materiil :  Hukum Pajak yang memuat Norma - yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang dikenakan pajak. Umumnya hukum pajak materiil mempermasalahkan subyek, obyek, tarif dan dasar pengenaan pajak. Yang termasuk kelompok hukum pajak materiil adalah :  UU Nomor. 36 tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan, UU. Nomor. 42 Tahun 2009 Tentang PPn dan PPn & BM,  UU. Nomor 12 tahun ahun 1994 tentang PBB,  UU. Nomor 20 Tentang BPHTB , UU. Nomor 34 ahun 2000 Tentang Pajak Daerah,  UU. Nomor 20 Tahun 1997 Tentang  PNBP, dan UU Nomor 20 Tahun 2000  Tentang BPHTB.

b. Hukum Pajak Formil :  Memuat norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berisi bagaimana melaksanakan hukum pajak materiil tersebut. Umumnya hukum pajak materiil mengatur hak dan kewajiban  prosudur dan sanksi . Yang termasuk dalam kelompok ini adalah : UU Nomor 28 tahun 2007 Tentang KUP,  UU. Nomor 19 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan UU. RI Nomor 14 Tahun 2002  Tentang Pengadilan Pajak.


Dalam konteks penelitian ini, agar arah penelitian sesuai dan relevan dengan judul  tulisan , maka analisis terfokus pada salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan.
2.5.2. Azas dan Teori  Pemungutan Pajak.
· Azas Pemungutan Pajak :

         Bersumber dari Teori  Adam Smith 1790 , yang didukung oleh  Hftstra  dan Stuart Mill dalam Santoso Brotodiharjo 2003. 27,  ada empat azas pemungutan pajak  yang dikenal ´ The four Maxims ´ yaitu :

1. Pembagian tekanan pajak diantara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing dibawah perlindungan Pemerintah ( Azas pembagian / azas kepentingan ) dalam azas  ” equality” tidak diperbolehkan suatu negara  mengadakan diskriminasi sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

2.  Pajak yang dibayar oleh seseorang  harus terang  ( certain ) dan tidak mengenal kompromi ( not arbitrary )
3. Convenience  Of Payment, hendaknya pajak dipungut pada saat paling baik, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan
4. Azas efisiensi bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin jangan sampai biaya pemungutan  melebihi hasil pemungutan pajak. 
Formulasi kongkrit bahwa dalam pajak  penghasilan bukanlah penghasilan itu sendiri yang dipakai sebagi ukuran pengenaan pajak penghasilan tetapi daya pikul ( ability to pay taxes) Joh Stuart Mill dalam Brorodihardjo 2003. 28 ).
 Teori Pemungutan Pajak .
      Pernyataan bahwa hukum dan perundang-undangan perpajakan harus mengabdi dan berdasarkan kepada  azas sebagai telah dijelaskan diatas , hal ini diuraikan  dengan beberapa teori sebagai berikut :
1. Teori Asuransi.
    Kewajiban Negara adalah melindungi warga negarnya, dari segala bentuk ancaman yang akan memberi kesalamatan dan keamanan jiwa, harta benda terenggut. Teori ini menekankan kepada rakyat sebagai fihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada negara dalam bentuk pajak  yang identik dengan premi asuransi. ( Hofstra  dalam Brotodihardjo 2003,29 )
2.  Teori kepentingan.
    Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan pada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Bahwa besarnya penetapan pajak berdasar pada kepentingan rakyat kepada negara, makin besar kepentingan rakyat kepada negara maka semakin besar pula perlindungan negara kepada rakyatnya dan semakin berhak pula negara memungut pajak. (Adriani dalam  Brotodihardjo, 2003,31 )
3.  Teori bakti atau teori pajak mutlak.

 Penduduk harus tunduk dan patuh kepada negara , karena negara dalam kenyataanya sejak dulu telah ada, dan diakui eksistensinya baik oleh penduduk maupun negara lain. Penduduk merupakan salah satu unsur dari satu  negara; negara mengemban tugas untuk melindungi segenap warganya.
Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak dengan tidak mempermasalahkan basic atau dasar bagi negarnya untuk memungut pajak maka rakyat dengan tidak ada pilihan harus membayar pajak, rakyat wajib berbakti kepada negaranya. ( Fritz Neumark dalam Siti Kurnia Rahayu, 2003, 63 )
4.    Teori daya Pikul.

    Keadilan dan kebenaran negara dalam memungut pajak didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyaraktnya. Dan bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk.  Kemampuan dan kekuatan dari tiap pribadi dan satu entitas yang membayar pajak merupkan kekuatan dan kemampuan untuk memperoleh penghasilan,  harta, kekayaan, dan konsumsi dengan tujuan  selanjutnya dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban-beban kehidupan lainnya dan mampu membayar pajak.  ( W,J  Delangen, A.J Kohe Stuart , Sinninghe Damste dalam Brorodihardjo 2003,  32, 33 )
5. Teori Daya beli..

    Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan daya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara dalam fungsi menyelenggarkan pemerintahan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan , dengan  maksud untuk memberikan rasa adil aman dan sejahtera bagi masyarakat, negara memiliki kewenangan keabsahan memumgut pajak dan negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) untuk kepentingan negara dan masyarakat. (Adriani  dalam Brorodihardjo 2003, 36 ). Perlu dijelaskan bahwa pengertian daya pikul penekanannya pada kemampuan Wp dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, sesuai dengan  besarnya penghasilan yang diperoleh, sedang daya beli penekanannya kemampuan Wp dalam menggunakan penghasilan yang diperoleh, dalam hal ini dapat diartikan bahwa  kedua  kedua hal tersebut merupakan indikator sampai sejauhmana kemampuan WP untuk melaksanakan kewajiban pepajakannya.
6   Teori pembangunan .
     Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, . Pajak dipungut untuk pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu negara , untuk itu negara memiliki keabsahan dan wewenang untuk memungut pajak. maka sewajarnya rakyat ikut andil dalam pembiayaan pembangunan dengan memenuhi kewajiban pajak.( Safri Nurmantu , 2003 dalam Siti Kurnia Rahayu 203, 60 )
2.5.3.  Pengertian Pajak

Dalam era yang penuh ketidak pastian saat ini, ada dua hal yang pasti dan tidak bisa  dihindarkan  sebagaimana dikatakan oleh Benjamin Frangklin 1789.( Moch. Zain  manajemen Perpajakan 2005 ) . ”  In this world nothing is certain except death and taxes ”   No body love taxes  but no body could avoid it , there are two things you could  avoid during your life time  ”  Dead and tax ”. Dengan kata  lain ”  PAJAK ” akan tetap menempel dan  tidak bisa dihindarkan oleh setiap orang selama  masa hidupnya,.

Kita mengetahui seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan perundang undangan perpajakan . Pengaruh tersebut kadang kadang  cukup berarti sehingga bagi para eksekutif  komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian  yang serius malahan merupakan  faktor  yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis.
            Istilah pajak  berasal dari bahasa Jawa “ Ajeg”  selanjutnya berubah menjadi “ Pajeg “ yang memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur terhadap hasil bumi.

Disetiap negara memiliki istilah yang berbeda , misalnya Tax ( Inggris ), droit ( Prancis ), Blasting  ( Belanda )  dan sebagainya. 

Beberapa definisi tentang pajak yang diberikan oleh para ahli  antara lain 
1. Edwin Robwrt Anderson Seligman  mengatakan  : Tax is a compulsory contribution from person, to the governement to defray the expenses incurred in the commen interest of all without reference to special benfits conffered (Santoso Brotodiradjo – 2003 )
2. H.C.Adams merumuskan pajak sebagai “ A contribution from   citizen to public powers   ( Safari Nurmantu, 2005 dalam  Siti kurnia Rahayu 2010 -22 ).   :

3.  P.J.A. Adriani,( Moch Zain, 2003) : Pajak  adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan  yang terutang oleh wajib pajak,   pembayarannya    menurut     peraturan – peraturan     umum ( Undang – undang ) dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk  dan yang gunanya untuk  membiayai pengeluaran–pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

4. Rochmat  Soemitro;( Moch. Zain 2003) :  mengatakan bahwa pajak adalah  iuran rakyat kepada  Kas Negara  berdasarkan undang – undang  ( yang dapat dipaksakan )  dengan tidak medapat jasa imbal  ( Kontra - prestasi ) yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk pengeluaran umum., yang kemudian disempurnakan  bahwa Pajak adalah peralihan kekayaan dari fihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai  pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving  yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment .

5.  Sommerfeld  Rey M, Anderson Herschel M, Brock Horace R  Moch, Zain 2003 ” Any non final yet compulsoty transfer of recourses from privte to public  sector , levied on the basis of preditermined criteria and without receipt of special benefit of equal value in order to accomplish some of nation’s economic and social obyectives “   Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor Pemerintah , bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu  tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. ( Moch Zain ,2005. )
Dari definisi – definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada  dua hal yang penting terdapat pada  pengertian pajak, yaitu :

1. Iuran yang dapat dipaksakan. yang  diartikan iuran yang mutlak harus dibayar  oleh rakyat baik perseorangan  maupun  badan hukum   yang   dikenakan   kewajiban membayar iuran tersebut  (Wajib Pajak). yang tidak dan atau lalai melaksnakan pembayaran ini diancam dengan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang beraku.

2. Tanpa mendapat imbalan / kontra prestasi  yang langsung dapat ditunjuk  dalam artian bahwa wajib pajak yang membayar pajak  tidak mendapat imbalan yang ditujuk / dirasakan  secara langsung.
2.5.4. Fungsi Pajak 
            Dalam konteks ini perlu dijelaskan bahwa terdapat dua fungsi pajak yang perlu difahami yaitu :

   1.    Pajak mempunyai fungsi budgeter :
          Disini pajak sebagai alat guna  memperoleh dana sebanyak - banyaknya bagi menutupi keperluan pemerintah baik untuk keperluan rutin bagi kelancaran jalannya pemerintahan, maupun untuk saving dan Investasi negara guna pelaksanaan pembangunan  bagi tercapainya tujuan kesejahtraan rakyat, implementasinya tertuang dalam APBN dan atau APBD pada setiap tahunnya.
    2.  Pajak mempunyai  fungsi regulasi ( Regulern)
   Pajak digunakan sebagai alat mengambil kebijakan / pengaturan terutama keseimbangan / kelancaran dibidang sosial dan ekonomi, antara lain kebijaksanaan tarif, misalnya untuk tujuan meningkatkan ekspor dan meningkatkan daya saing produk – produk Indonesia di luar negeri,  ditetapkan tarif PPN untuk ekspor 0 %, kebijakan fasiltas yang diberikan kepada  wajib pajak orang pribadi untuk menentukan besarnya PPh terutang,  diberlakukan  ketentuan    besarnya Penghasilan  Tidak Kena Pajak ( PTKP)  dan sebagainya.
2.5.5. Jenis  PAJAK
             Ditinjau dari fihak pengelolanya jenis pajak dapat dibagi dua golongan yaitu  Pajak yang dipungut / dikelola oleh Kementrian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak  dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu : 

1. Pajak Pusat, terdiri dari  :

           Pajak Penghasilan ( PPh ) : sebagimana telah duraikan terdahulu,  dasar hukum undang – undang  Nomor.7 Tahun 1983 yang  telah beberapa kali dirubah dan disempurnakan , terakhir dengan    Undang – undang RI.  Nomor 36. tahun 2008  Tentang Pajak Penghasilan.
    Pajak  Penghasilan  PPh.  meliputi   sektor : 

a. Pajak Penghasilan Perseorangan  PPh. Peseorangan,
b. Pajak Penghasilan Badan  ( PPh. Badan ),
c. Pajak Penghasilan Karyawan / Pajak atas upah dan gaji ,   Honorarium gratifikasi  dan sebagainya yang  terkait  dengan  fihak  pembayar /  pemberi kerja  dikenal dengan nama  PPh pasal 21,   PPh Pasal 26  Untuk Penghasilan Karyawan ekspatriate,
d. Pajak  yang  dipotong / dipungut ( Pot – Put ) dari fihak  tertentu sesuai dengan  aturan undang – undang  yang meliputi : PPh. Pasal 22, PPh  Pasal 23 ,  PPh pasal  24 ( PPh yang terkait dengan penghasilan dari luar negeri);  sedangkan PPh Pasal 25 adalah bentuk setoran bulanan Wajib Pajak  baik untuk Perseorangan maupun untuk wajib Pajak Badan. dan berfungsi sebagai pembayaran  dimuka atas pajak  terutang dalam satu tahun pajak.
e. Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan   Atas   Barang Mewah  (PPN &  PPn  BM.), yang menjadi Dasar Hukum adalah Undang – undang RI nomor 42 tahun  Tahun 2009 Tentang Perubahan  Ketiga  Atas Undang – Undang  Nomor  8 Tahun 1983  Pajak Pertambahan Nilai Atas barang dan Jasa  dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah,  PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri.

f. Pajak Atas Bumi Dan Bangunan ( PBB ) : Dengan dasar hukum  undang – undang   RI   Nomor Nomor 12    Tahun 1985     Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

g.  Bea Meterai : Dengan dasar Hukum  Undang – Undang RI Nomor   13  Tahun 1985 Tentang Bea Meterai 

h. BPHTB  (Bea Perolehan  Hak  Atas Tanah Dan Bangunan) : Dasar hukum,  Undang – undang  RI Nomor 20 Tahun 2000. Per 1 Januari 2011 pengelolaannya dialihakn ke Pemerintah daerah.    
2.   Pajak  Daerah 
      Pajak Daerah, merupakan Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dimana hasilnya diperuntukan guna  memenuhi kebutuhan dana Pemerintah Daerah, dengan Undang – Undang RI  Nomor  34 Tahun 2009  Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor  ( PKB ), Pajak Iklan dalan lain –lain.
2.5.6. PAJAK PENGHASILAN  (  PPh )
Dalam konteks  penelitian ini, pajak penghasilan akan dibahas lebih mendalam. Pajak Penghasilan (PPh)  adalah Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak  atas penghasilan yang diterima atau diperoleh  dalam satu tahun pajak. Sebagai dasar hukum  telah disebutkan  yaitu  undang - undang pajak penghasilan, yang sebelum reformasi dibidang perpajakan  dikenal dengan nama Pajak Pendapatan ( PPD ) dengan dasar hukum Ordonansi Pajak Pendapatan  tahun 1944 yang merupakan warisan dari pemerintahan Kolonial Belanda, setelah Reformasi untuk jenis Pajak penghasilan ini,  diberlakukan undang-undang nomor 7  Tahun 1983 , telah diuraikan terdahulu bahwa dalam dedikasinya undang-undang no.7 tersebut, telah beberapa kali dilakukan perubahan dan penyempurnaan yang terakhir disempurnakan  dengan undang-undang  No. 36  tahun 2008.yang berlaku saat ini.

Pajak Penghasilan terdiri dari beberapa  sektor sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Badan yaitu Pajak Penghasilan yang menangani urusan pengenaan pajak yang dikenakan atas  badan Hukum mislanya , Firma, CV, PT, Koperasi BUMN, BUMD , Perkumpulan , Kongsi dan sebagainya yang menurut undang-undang ditetapkan sebagai wajib pajak badan.

2. Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh OP) yaitu pajak penghasilan yang menangani urusan  pengenaan pajak bagi perseorangan.

3. Potongan dan Pungutan ( POTPUT ) yang mencakup  : PPh. Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26
Dalam konteks ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Pajak   Penghasilan   karyawan  yaitu  PPh  Pasal 21, dan pasal  26 ,  pajak  penghasilan untuk karyawan asing ( Ekspatriate ). Pajak penghasilan Pasal 21 ini mempunyai jangkauan obyek yang sangat luas  oleh karena itu skup dalam penelitian dibatasi hanya  atas penghasilan para karyawan di beberapa perusahaan  yang dalam hal ini adalah perusahaan yang mendapat   fasilitas Kawasan Berikat ( Bonded Zone ) yang berada dalam wewenang  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
2.5.7. Regulasi Pajak Penghasilan  Pasal 21  

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam  penelitian ini, yang menjadi icon  penelitian, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan pegawai / karyawan yang  diatur dalam pasal 21 dan pasal 26  Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, atau jabatan , dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak  orang  pribadi dalam negeri dan luar negeri ( expatríate). Untuk membedakan dengan pajak penghasilan lainnya, perlu dijelaskan  bahwa  Pajak Penghasilan PPh pasal 21 mempunyai  ciri atau karakteristik  tertentu.
1.    Karakteristik PPh Pasal 21.

  a    Merupakan Pajak langsung  yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
  b Pajak subyektif dalam artian pajak yang berpangkal pada subyeknya.
  c.  Pajak Orang Pribadi yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan  yang diterima / diperoleh WP orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang sifat penghasilannya active income.
d.    Pengenaan Pajak dilakukan melalui sistim pemotongan pajak oleh pemberi kerja  atau pemberi hasil.
e.   Mekanisme pemotongan dilakukan :   1). pada saat pembayaran, atau pada saat terutangnya pajak  penghasilan, 2). Dipungut di tempat dimana aktivitas pekerjaan dilakukan. 3). Pemotong Pajak membuat bukti pemotongan pajak.
f.  Sifat pemotongan pajak tidak final, tetapi merupakan angsuran pajak yang dapat diperhitungkan  dengan PPh terutang  pada tahun pajak yang bersangkutan.

           Teknis pembayaran pajak penghasilan ini dilakukan selama tahun berjalan melalui pemotongan oleh fihak-fihak tertentu yaitu  fihak-fihak  yang menurut undang-undang wajib melakukan pemotongan  penyetoran dan pelaporan PPh. Pasal 21, dan pasal 26 yakni pemberi kerja, Bendaharawan Pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.
          Selanjutnya jumlah pajak  yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan atau  pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

2. Pemotong  PPh. Pasal 21
     Telah disinggung terdahulu,  bahwa teknis pemungutan PPh. Pasal   21 dan pasal 26 dilakukan  oleh fihak  pemotong yaitu setiap orang pribadi dan atau badan  yang ditetapkan dan diwajibkan sesuai undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Undang-undang  No.36 tahun 2008 untuk memotong pajak dari penghasilan wajib pajak yang bersangutan, menyetorkan ke kas negara dan melaporkan  kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan aturan dan prosudur yang berlaku.
      Adapun fihak yang diwajibkan memotong PPh.Pasal 21,  26 yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tetang PPh, Jo . Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-31/PJ/2009  adalah 
a.  Pemberi kerja yang terdiri dari orang Pribadi dan atau Badan termasuk Badan Usaha Tetap ( BUT ) , baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit  yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai / karyawan  atau bukan pegawai / karyawan.

b.  Bendaharawan Pemerintah termasuk bendaharawn Pemerintah     Pusat, Pemerintah Daerah,  Instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga  negara lain  dan kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan , jabatan atau jasa, dan kegiatan.
c.  Dana Pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial  Tenaga Kerja  (Jamsostek) dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua  atau Jaminan Hari Tua.
d.  Perusahaan , Badan, dan Bentuk Usaha Tetap ( BUT) yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri  bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
e. Perusahaan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap ( BUT) yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan  jasa yang dilakukan oleh pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri ,
f.  Yayasan  termasuk yayasan di bidang kesejahtraan , rumah sakit, pendidikan , kesenian, olah raga , kebudayaan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan, sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

e. Perusahaan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap ( BUT ), yang mebayarkan honorarium, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

f.  Penyelenggara kegiatan (termasuk badan Pemerintah, organisasi termasuk Organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggrakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
    Sebagai pengecualian, tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran,  dan pelaporan pajak adalah badan atau organisasi internasional yang tidak termasuk Subyek Pajak Penghasilan.  Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI  Nomor : 215 / PMK.03 /2008 Jo  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 15 / PMK.03/ 2010.
Penerima Penghasilan  ( Wajib Pajak PPh Pasal. 21 ).
             Penerima penghasilan selanjutnya disebut Wajib Pajak, yang  penghasilannya dipotong PPh. Pasal 21  adalah  :

1. Pejabat Negara  : Dari mulai Presiden, Wakil presiden sampai dengan  Wali kota  dan Wakil Wali kota; 

2. Ketua DPR dan wakil Ketua DPR , anggota DPR / MPR termasuk Propinsi, kabupten dan / kota, Ketua dan  wakil Ketua BPK, Ketua, wakil Ketua , Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Ketua dan wakil Ketua  DPA, Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda, Jaksa Agung, 

3. Pegawai Negeri Sipil ( PNS) baik PNS Pusat, PNS Daerah maupun PNS Lainnya.

4. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri  BUMN atau BUMD.

5. Pegawai tetap orang peribadi yang  bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala , termasuk anggota Dewan komisaris dan anggota Dewan pengawas yang secara terus menerus mengelola kegiatan perusahaan  secara lansung.

6. Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima atau memperoleh imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

7. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu , termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua.

8. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehunbungan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

9. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

10. Orang Pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong Pajak.
      Dari uraian tersebut dapat difahami bahwa jangkauan pemajakan atas penghasilan karyawan ini sangat luas, 
     Pengecualian  Subyek PPh Pasal. 21.

        Di lain sisi ditetapkan beberapa fihak penerima penghasilan yang   dikecualikan atau tidak dipotong PPh. Pasal 21  adalah :

Pejabat Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara    asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka  dengan syarat  :

a. Bukan warga negara Indonesia,  

b.  Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain   diluar jabatannya di Indonesia, 

c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
Pejabat organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 sepanjang :

a. bukan warga negara Indonesia,

b. Tidak melakukan usaha  atau melakukan kegiatan  atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
2.5.8.  Obyek PPh. Pasal 21.
           Obyek PPh. Pasal 21 (Penghasilan yang dipotong PPh. Pasal 21). 
         Penghasilan  yang menurut Undang-undang  harus dipotong   PPh. Pasal  21 adalah  :

1.   Penghasilan yang diperoleh secara teratur  Berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tujangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, peremi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur  lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap misalnya :

a. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.

b. Uang  tebusan  pensiun,  uang pesangon,  uang  Tabungan       Hari Tua ( THT) atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

c. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama atau bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri .misalnya  tenaga ahli, pemain musik, olah ragawan , penasihat, pengajar, dan lain sebaginya.

d. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS,  serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain  yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

e. Penerimaan dalam bentuk Natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan WP, atau WP yang dikenakan PPh yang bersifat final  dan dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus /deemed profit.
Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21  ( Bukan Obyek    PPh Pasal 21 ):

       Sesuai pasal 4 (3 ) Undang- undang No. 36 tentang  PPh  Jo Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 252/ PMK.3 / 2008 , tidak termasuk     dalam    pengertian   yang  dipotong PPh. Pasal.21 ( Bukan obyek PPh. Pasal 21 ) adalah :

1. Pembayan asuransi dari perusahaan asuransi Kesehatan  asuransi Jiwa, asuransi Dwiguna, dan asuransi Bea siswa 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah maupun Wajib Pajak;

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan  dan iuran Jaminan Hari tua kepada penyelenggara  Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Kenikmatan yang berupa pajak yang ditanggung  oleh pemberi kerja,

5.  Uang   tebusan   pensiun    yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan , tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekali gus oleh badan penyelenggra  Jamsostek  yang jumlah honorariumnya  tidak melebihi  Rp. 25.000.000,-.    

6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi  yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh Pemerintah.

7. Upah yang dibayarkan secara harian, mingguan, satuan, borongan,  dengan syarat :

a. Jumlah upah tidak melebihi Rp. 150.000,- sehari

b. Jumlah akumulasi upah dalam sebulan takwim tidak melebihi Rp. 1.320.000,- 

8. Penghasilan berupa uang pesangon , uang mangfaat pensiun, tunjangan hari tua  ( THT )  atau jaminan Hari tua ( JHT) yang dibayarkan sekali gus dan jumlahnya tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (dikenakan tarif 0%).

9. Honorarium yang diterima PNS golongn  II / kebawah, TNI berpangkat pembantu letnan 1 kebawah , Polri berpangkat ajun inspektur  Tk.1 kebawah,  yang dananya bersumber dari APBN / APBD,
10. Uang Penggantian  ( Reimbursement ) yang diterima pegawai dari pemberi kerja dengan syarat  :  a.) Bukti dibuat atas nama perushaan atau menggunakan  mekanisme “ q q “, b). Bukti asli diserahkan lepada perusahaan  / pemberi kerja.

11. Bea siswa yang diberikan oleh wajib pajak , sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat ( 3 )  huruf  l  UU PPh  Jo Peraturan Menteri Keuangan     No. 246/ PMK.03 / 2008     sebagai berikut  a )   Penerima bea siswa ádalah WNI,
      b). Diberikan dalam rangka pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi,
      c). Tidak mempunyai hubungan istimewa  dengan pemilik, komisaris atau pengurus.
2.5.9. Pengurangan yang diperkenankan :
          Untuk menghitung  besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, kepada penerima penghasilan tertentu  sebagai wajib pajak dalam negeri orang pribadi diberikan pengurangan-pengurangan sebagai berikut :
    Pegawai tetap  :
a. Pengurang yang diperbolehkan dari penghasilan, ialah  biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar  5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sebesar Rp.6.000.000,- pertahun atau  Rp. 500.000.- perbulan.
b. Iuran Pensiun yang ditanggung pegawai.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun  ( PTKP ).
     Penerima Pensiun   bulanan : 

a  Biaya Pensiun  5% dari  Penghasilan Bruto, maksimal Rp. 2. 400.000,- pertahun

    b.  Penghasilan Tidak Kena Pajak  (PTKP) setahun.

c. Pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan :  Penerima upah harian , mingguan, satuan dan borongan sebesar PTKP setahun dimana jumlah akumulasi upah dalam satu bulan lebih dari Rp. 6.000.000,- 
Pemagang dan Calon pegawai.:

       Bagi penerima upah harian, mingguan satuan dan borongan  dimana upah sehari / rata-rata seharí  melebihi Rp. 150.000,- dan akumulasi dalam sebulan  tidak lebih dari  Rp. 1. 320.000,-   sebesar    batas     penghasilan   tidak kena pajak  ( PTKP)
2.5.10.  Penghasilan Tidak Kena Pajak  ( PTKP )
                    PTKP ( Penghasilan tidak kena Pajak ) merupakan fasilitas yang diberikaan Pemerintah kepada wajib pajak perseorangan dalam kerangka memfasilitasi para wajib pajak perorangan sejumlah biaya hidup, dan fasilitas ini dalam periode tertentu akan mendapat penyesuaian . Besarnya PTKP diatur  dalam Pasal 7 ayat ( 1 ,2 ,3 ) Undang-undang  Nomor  36, tahun 2008 Tentang PPh yang diberlakukan mulai tahun 2009. sebagai berikut :

1.   Rp.15. 840.000,-  untuk diri Wajib Pajak.

         Rp.  1. 320,000,-  tambahan untuk Wajib Pajak Kawin.

         Rp.15.840.000,- tambahan untuk seorang istri yang   penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

         R.p.  1.320.000,-   Tambahan unuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda  dalam garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan  sepenuhnya, maksimum 3 orang.
2. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada awal tahun pajak atau awal bagian dari tahun pajak.
3. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 
2.5.11.  Tarif Pajak Penghasilan  Bagi WP Perseorangan
                    Besarnya tarif yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi  dalam negeri diatur dalam pasal 17 Undang-undang PPh no.36 tahun 2008  seperti tercantum dalam table 2.1  berikut :
Tabel. 2.1. Tarif Pajak Penghasilan perseorangan
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak.

	Sampai dengan Rp. 50.000.000.-
	5 % ( lima Prosen )

	Diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan 250.000.000,-
	15.% ( Lima belas prosen )

	Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-
	25 % ( Dua puluh lima prosen )

	Diatas  Rp. 250.000.000,-
	30 % ( tiga puluh prosen ).


Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

          Penghasilan bersih adalah penghasilan kotor dikurangi biaya untuk memperoleh , memelihara dan menagih penghasilan  tersebut.

Penghasilan bersih setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang diperkenankan termasuk PTKP, merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) .
        Penghasilan Kena Pajak ( PKP) menjadi dasar pengenaan pajak . 

Dengan menerapkan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh  tersebut diatas akan memberikan gambaran besarnya pajak terutang bagi Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan ketentuan :
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan jumlah sampai dengan  Rp. 50.000.000 dikenakan tarif  5%.

Penghasilan Kena Pajak (PKP). diantara Rp. 50.000.000.-sampai dengan Rp. 250.000.000 dikenakan tarif  15 %.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) diantara Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dikenakan tarif   25 %.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) diatas Rp. 500.000.000,- dikenakan tarif 30%.
2.5.12. Implementasi   Regulasi    PPh. Pasal. 21 

            Sebagai ilustrasi bagaimana menerapkan Batas penghasilan Kena Pajak ( BKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP), dalam teknis  perhitungan pajak terutang,  perlu  mengacu pada  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor .254 / PMK .03 / 2008 Jo Peraturan Dirjen Pajak  Nomor. PER.- 31-/ PJ/ 2009 , Pasal 17 ayat (1) Jo Pasal 21 ayat ( 5 & 5a ) UU. PPh.Nomor 36 tahun 2008 , Peraturan Menteri Keuangan  No. 2522/ PMK.03 / 2008, Jo Perturan Dirjen Pajak Nomor. PER- 31 / PJ / 2009  Jo.  Per Dijen Pajak Nomor. 57/ PJ / 2009.

           Contoh 1 bagaimana perhitungan Besarnya PPh. Karyawan bulanan terutang bagi karyawan  yang mulai bekerja sejak awal tahun :

Tuan Rohman, NPWP :  04.345. 678. 9.035.000. adalah pegawai tetap di PT Sinar Bogor, sejak tahun 1955, Rohman bersatus kawin  dan belum mempunyai anak, Tahun 2012 Rohman menerima penghasilan  sebulan sebagai berikut :
 
Gaji 

         

           

Rp.  1.950.000,-

 
Tunjangan makan  

                         
Rp.     100.000,-

 
Tunjangan transpor      

         

Rp.       50.000,-
Perhitungan PPh. Pasal 21 terutang  dihitung :
Gaji sebulan    

                                           
Rp.  1.950.000,-

Tunjangan makan   

                                 
Rp.     100.000,-

Tunjangan  transpor   

                              
Rp.       50.000,-

Jumlah Penghasilan Bruto sebulan     

     
Rp.  2.100.000,-

Pengurangan   :

Biaya  jabatan ( 5%x Rp.2.100.000)       

          (Rp.     105.000,-)

Penghasilan neto sebulan   

                       Rp.  1.995.000,-                   

Penghasilan neto setahun           (12xRp.1.995.000 ) = Rp. 23.940.000,-

PTKP setahun  :

Wajib Pajak    
     

            
             Rp. 15.840.000,-

Status kawin    
                                                       Rp.    1.320.000,-  
                                                                                   (    Rp. 17.160.000,-)
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp.23.940.000 – Rp.17.160.000=                        Rp.   6.780.000,-  
PPh, terutang setahun   5% x Rp.6.780.000=  Rp.   339.000,-( lapisan pertama )                               
PPh. Ps.21.terutang sebulan :1/12 x   Rp. 339. 000,- =Rp.28.250,-

Jumlah PPh pasal 21 terutang  per bulan tersebut, menjadi kewajiban pemberi kerja untuk setiap bulan memotong dari gaji karyawan yang bersangkutan , menyetorkannya  ke kas Negara, dan melaporkan ke Kantor Pelayanan  Pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai contoh 2 : Tuan Rohim, memperoleh Penghasilan Kena Pajak  selama tahun 2012 sebesar Rp. 300,000.000,-  (Tiga ratus juta Rupiah), maka besarnya PPh terutang untuk tahun 2012 :

PKP sampai dengan Rp. 50.000,000,-  5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah)

PKP diantara Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- PPh terutang :  15 %  x  ( Rp. 250.000.000 – Rp. 50.000.000 )  =  Rp. 30.000.000,- (  Tiga puluh Juta Rupiah ).

PKP diantara Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-  terutang PPh  :     25 % X  Rp. 100.000.000,-  =  Rp. 25.000.000, - ,  ( Dua puluh lima Juta Rupiah  ), sehingga  PPh terutang dari Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) yang diperoleh selama tahun 2012 sebesar Rp. 300.000.000  jumlahnya  Rp. 2.500.000 + Rp. 30.000.000,-  +  Rp. 25.000.000  =  Rp. 57.500.000,-  ( lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).
           Tatkala jumlah pajak tersebut terkena pada seorang karyawan, dampak psikologis akan dirasakan oleh karyawan bersangkutan terutama bagi  wajib Pajak yang kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak (Tax compliency ) yang seharusnya, bisa berpengaruh pada motivasi untuk bekerja karyawan yang bersangkutan hal ini didukung oleh teori Nerre.
           Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat, akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib Pajak dalam mebayar pajak sehingga menjadi budaya.

Nerre, 2001, 17 berpendapat bahwa secara umum budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja  dalam hal ini kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak. Karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, akan membentuk prilaku wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar Pajak.
           Kesemua regulasi perpajakan tersebut khususnya Regulasi Perpajakan yang diatur dalam Pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008  perlu mendapat perhatian dan pemahaman dari semua subyek pajak yang besangkutan. Tanpa pemahaman yang baik  kesemua aturan tersebut akan dihadapkan kepada kesulitan dalam pelaksanaannya.
           Hubungan Pemahaman Regulasi  PPh pasal  21 dan pasal 26 dengan  Kinerja    Karyawan 
            Menurut  Hersey, Blanchard, dan Johnson  faktor- faktor  yang   mempengaruhi kinerja ialah :

· Kemampuan / Ability   (Know ledge dan skill)

· Clarity    (Understanding atau role persetion).

· Dukungan organisasi / Help (Organizational support)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Balas jasa /Incentive  (Motivation atau willingness).
· Penilaian / Evaluation  (Coaching dan ferformance  feedbackack)
· Tingkat validitas karyawan / Validity (Valid dan legal personel practices).

· Factor lingungan  Environment (Environmental fit).
Terkait dengan karakteristik dari suatu undang-undang / peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang bisa dipaksakan, dalam konteks ini belum  ada teori khusus yang membahas tentang pengaruh langsung Pemahaman regulasi perpajakan terhadap kinerja,  namun hal ini dapat dirasakan dampaknya terutama terhadap karyawan yang bersangkutan  sehingga  dalam  konteks penelitian ini  justru merupakan masalah yang perlu diteliti.

           Telah dijelaskan terdahulu antara lain  yang dikemukakan oleh  Sommerfeld Ray, Anderson  Herschel M, & Brock Horace R. bahwa pajak adalah suatu pengalihan  sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional ,   hal  ini diartikan bahwa disatu fihak PPh Pasal 21 dan Pasal. 26  adalah pemajakan atas penghasilan dari karyawan dalam artian sebagian dari penghasilannya dengan kuasa undang-undang dipindahkan dari karyawan tersebut kepada Pemerintah; dilain fihak ketetapan undang-undang tidak bisa dan tidak boleh dihindari, hal ini dipastikan bahwa pemotongan untuk pajak penghasilan atas penghasilan karyawan akan mempengaruhi jumlah  insentive yang telah disepakati,  disadari atau tidak relatif  akan mempengaruhi  willingness untuk bekerja, terutama apabila jumlah pajaknya  cukup besar,
             Fallan ( 1999. dalam Siti Kurnia Rahayu  Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal  2010 : 140)  memberikan kajian pentingnya bahwa aspek pengetahuan perpajakan sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistim perpajakan yang adil . Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. oleh kondisi budaya , akan membentuk prilakuk wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar Pajak.
2.5.13. Dimensi dan indikator variabel Pemahaman Regulasi Perpajakan  PPh Pasal 21 dan   Pasal 26
   Memperhatikan banyak unsur yang mempengaruhi dalam perhitungan pajak terutang atas penghasilan para karyawan  sebagaimana telah   diuraikan    diatas    maka     yang merupkan petunjuk ( indikator )  variabel Pemahaman Regulasi Perpajakan yang menyangkut PPh. Atas penghasilan karyawan ini ádalah sebagai berikut 

a. Status kepegawaian karyawan : pegawai tetap, pegawai bulanan, mingguan, harian, borongan, satuan,  Honorer.

b. Katagori penghasilan : Penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur.

c. Tanggungan keluarga : Kawin / tidak kawin, istri mempunyai penghasilan digabung dengan penghasilan suami atau tidak, jumlah keluarga yang menjadi tanggungan penuh memenuhi syarat yang    ditetapkan dalam ketentuan Penghasilkan tidak kena Pajak ( PTKP).

d. Tarif Pengenaan pajak.

e. Potongan dan pengurangan yang diperkenankan.
Sedangkan yang merupakan dimensi Pemahaman Regulasi Perpajakan adalah :

a. Jumlah wajib Pajak PPh Pasal 21,26.

b. Jumlah Pengembalian SPT .

c. Jumlah Penerimaan Pajak dari sektor PPh. Pasal 21

d. Jumlah komplain dari Wp, berupa pengajuan keberatan, banding atau permintaan restitrusi dan atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak.
Dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan  bahwa dalam batas-batas tertentu Regulasi perpajakan dan pemahamannya, ikut berperan dalam mempengaruhi  kesadaran karyawan untuk membayar pajak penghasilan ( PPh) dan  dalam konteks penelitian ini merupakan variabel independen yang keempat (X4).
2.6. Kinerja  Karyawan  .
Kinerja Karyawan , merupakan variabel intervening dari hasil kerja sinerjik baik dari pengaruh masing masing variabel  Independen, maupun pengaruh gabungan  dari  keempat variabel independen tersebut di atas dan factor yang tidak termasuk penelitian ( Epsilon ). Yang dimaksud  Variabel Kinerja dalam konteks penelitian ini adalah  kinerja karyawan. 
2.6.1. Pengertian  Kinerja .
            Istilah kinerja berasal dari job performance Actual / Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Kinerja seseorang karyawan merupakan hal yang bersifat  individual  karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat mengukur karyawan atas unjuk kerjanya berdasarkan kinerja dari masing-masing karyawan. Kinerja adalah sebuah aksi, bukan kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga.  Kinerja tergantung pada kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh . Hal ini berarti bahwa kinerja merupakan hasil kerja karyawan dalam bekerja untuk periode waktu tertentu dan penekananya pada hasil kerja yang diselesaikan karyawan dalam waktu periode tertentu. 

        Faktor  kinerja  menggambarkan pencapaian unjuk kerja  ( Prestasi kerja ) yang merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  (Mangkunegara. 2002 : 67). Menurut William (1998 : 41).  Darmawan Wibisono Manajemen, Kinerja 2006 ,Wibowo 2010), kinerja (performance) adalah suatu tampilan kerja yang diperlihatkan seseorang berupa hasil kerja dalam satu satuan waktu.

( Williams, 1988  dalam Wibowo Manjemen Kinerja 2007) : “Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a spcified time period. Performance on the job as awhole would be equal ( or everage ) of performance on the critical or essential job functions. The function have to do with the work which is performed and not with the characteristic of the person performing “           
Berdasarkan keterangan diatas, dapat diartikan bahwa kinerja adalah sebagai  seluruh hasil yang diproduksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus pada periode khusus. Kinerja keseluruhan pada  pekerjaan adalah sama dengan atau jumlah rata-rata kinerja pada fungsi pekerjaan yang penting.  Fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut akan dilakukan dan tidak dilakukan dengan karakteristik kinerja individu .  Kinerja    yang    tinggi dapat tercapai oleh karena kepercayaan ( trust ) timbalbalik yang tinggi diantara anggota – anggota  artinya para anggota , mencapai integritas, karakteristik , dan kemampuan setiap anggota lain . Untuk mencapai kinerja yang tinggi memerlukan waktu lama, untuk membangunnya memerlukan kepercayaan, dan menuntut perhatian yang seksama dari fihak manajemen. ( Sunarto, 2003,  97 ).

Gibson Ivancevich (1996 : 18), (Darmawan Wibisono, Manajemen Kinerja 2006), mengatakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas, dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara Gomes (1996 : 142, Wibowo, Manajemen Kinerja 2010), menyatakan bahwa kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsi pekerjaan yang spesifik atau aktivitas selama periode tertentu. Milkovich dan Boudreau ( 1997 : 99 – 100, Wibowo, Manajemen Kinerja, 2010 ) mengatakan : “ Performance reflects the organization success. Employee performance  is degree to which employees accomplish work requirements”, Kinerja adalah tingkat dimana pegawai menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan; dalam konteks ini yang merupakan dimensi kinerja adalah, kuantitas output,  dan jangka waktu penyelesaian output, kehadiran ditempat   bekerja dan   sikap kooperatif   ( Mathias dan Jackson  2002, 78 ).
Dilain fihak (Gomes  1996 , 142, Wibowo, Manajemen Kinerja  2010, ) mengemukakan bahwa unsur yang berkaitan dengan kinerja dan merupakan indikator variabel kinerja meliputi :
1. Quantitry of work, jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan pada periode tertentu.

2. Quality of work, yaitu kualitas pekerjaan yang dapat dicapai berdasarkan syarat yang ditentukan .

3. Job knowledge, adalah  pemahaman pegawai pada prosudur kerja dan informasi teknis tentang pekerjaan.

4. Creativeness , adalah  kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi dan dapat diandalkan dalam pekerjaan.

5. Cooperation,  kerjasama dengan rekan kerja dan atasan.

6. Depandabiliy, kemampuan menyelesaikan pekerjaan tanpa tergantung kepada orang lain.
7. Inisiative, kemampuan melahirkan ide-ide dalam pekerjaan .
8. Personal qualities,  Kemampuan dalam  berbagai bidang pekerjaan
Perlu dijelaskan bahwa hasil  Kinerja akan tergambar antara lain  dalam bentuk produktivitas nyata baik  berupa barang dan  atau jasa.
2.6.2. Sasaran  Kinerja 

Mengutip analisis  Wibowo ( Manajemen kinerja, 2010, 63 ) bahwa sasaran kinerja merupakan  suatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan,  dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan. Sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati, dan dapat diukur, sasaran merupakan harapan.

Sebagai sasaran kinerja mencakup unsur – unsur  antara lain :

1. The performers yaitu orang yang menjalankan kerja,

2. The action atau peformance, yaitu tentang tindakan atau  kinerja yang dilakukan oleh performer.

3. a. time element, menunjukan waktu kapan pekerjaan dilakukan.

4.  an evaluation method , tentang cara penilaian bagaimana  hasil pekerjaan dapat dicapai.

5. the place ,  menunjukan tempat dimana pekerjaan dilakukan.
  Sasaran efektif dinyatakan secara spesifik , dapat diukur , dapat dicapai, berorientasi pada hasil  dan dalam batas waktu tertentu , yang dapat dinyatakan dengan akronim  SMART  yang berarti sebagi berikut :
	(S) Specific
	:
	dinyatakan dengan jelas, singkat dan mudah dimengerti.

	(M) Measurable     
	:
	dapat diukur dan dikualifikasi.

	(A) Atainable        
	:
	Bersifat menantang, tetapi masih dapat   terjangkau

	(R) Result Oriented  
	:
	Memfokuskan pada hasil untuk dicapai.

	(T) Time bound   
	:
	Ada batas waktu dan dapat dilacak, dapat dimonitor progresnya terhadap sasaran untuk dikoreksi


Hubungan antar masukan , aktivitas, dan keluaran  dapat dilihat dalam gambar 2.6  berikut  : 

Gambar. 2. 6.    Perumusan Sasaran
Sumber  Sheila J.  Effective Performance   manajement , 1994 : 17 Wibowo 2010
2.6.3. Model  Kinerja
            Proses kinerja organisational dipengaruhi oleh banyak faktor.  Hersey, Blanchard, dan Johnson menggambarkan hubungan  antara kinerja dengan faktor – faktor  yang mempengaruhi dalam bentuk Satelite Model Gambar 2.7 pada halaman berikut :
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Gambar.27. Satelit Model
         Sumber  ( Paul Harsey,Keneth, H.Blanshard Dewey
                               E.Johnson ,Wibowo  2007)
Menurut satelite model, Kinerja organisasi diperoleh dengan terjadinya integrasi dari faktor- faktor pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, proses sumber daya manusia, dan struktur . Kinerja dilihat sebagai pencapaian  tujuan dan tanggung jawab bisnis dan sosial dari perspektif  fihak  yang  mempertimbangkan.

Faktor pengetahuan meliputi masalah-masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan dan sistem. sumberdaya non manusia  meliputi  peralatan, pabrik , lingkungan kerja , teknologi, kapital, dan dana yang dapat dipergunakan. Posisi strategis meliputi masalah bisnis atau pasar kebijakan sosial,  sumber daya manusia,  dan perubahan lingkungan. Proses kemanusiaan terdiri dari  masalah nilai, sikap, norma, dan interaksi. Sementara itu struktur mencakup masalah organisasi, sistem manajemen, sistim informasi dan fleksibilitas.

Pendapat lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, dikemukakan oleh Armstrong dan Baron ( 1998 : 16 ,Wibowo. 2010 ) sebagai berikut :

1.  Personal factor :  ditujukan oleh tingkat keterampilan , kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitment individu.
2.  Leadership factor :  Ditentukan oleh kualitas dorongan , bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer  dan team leader.

3. Team factors :  ditunjukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja
4. System factor :   ditunjukan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas  yang diberikan oleh organisasi.
5. Contextual / situasional factor :  ditunjukan oleh tingginya tingkat tekanan  dan perubahan lingkungan  internal dan eksternal.
Mengutif analisis Wibowo 2010, The Achieve model yang  dirumuskan oleh Hersey dan Blanchard  dari pendapat beberapa pakar John .W Atkinson  mengindikasikan bahwa  kinerja merupakan fungsi  motivasi dan kemampuan.  Dengan    demikian     model      persamaan,    kinerja  =  f ( motivasi, kemampuan ).

Dilain fihak , Lyman Porter dan Edward, Lawler berpendapat bahwa kinerja merupakan fungsi dari keinginan melakukan pekerjaan,  keterampilan yang perlu untuk  menyelesaikan tugas, pemahaman yang jelas atas apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.         Dengan  demikian dapat    dirumuskan       dengan  persaman,  kinerja  =  f ( keinginan  melakuka pekerjaan  keterampilan, pemahaman apa dan bagaimana melakukannya ). Jay Lorsch dan Paul Laurence  menggunakan pemahaman bahwa kinerja adalah fungsi atribut individu  organisasi, dan lingkungan sehingga  dirumuskan model persamaan  Kinerja =  f ( atribut individu,organisasi, lingkungan ).

Berdasarkan pendapat diatas , Hersey, Blanchard, dan Johnson merumuskan adanya tujuh faktor kinerja yang mempengaruhi kinerja dan dirumuskan dalam akronim  ACHIEVE  :
 A . Ability ( Know ledge dan skill ) , tingkat kemampuan yang didukung  pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki karyawan.
 C. Clarity ( Understanding atau role persetion ).  Adanya saling pengertian diantara rekan-rekan sekerja.
 H.  Help  Organizational support ). Dukungan organisasi.
I.  Incentive  ( Motivation atau willingness ). Besarnya motivasi dan keinginan  dari karyawan yang dipengaruhi oleh besarnya gaji / penghasilan yang diperoleh.
E.  Evaluation    ( Coaching   dan ferformance  feedbackack ).  Tingkat pengawasan dan penilaian dari supervisor.
V.  Validity ( Valid dan legal personel practices ). Tingkat daya  mampu .
E.  Environment ( Environmental fit ). Pengaruh lingkungan.

Sedangkan Timpe 1993 – Wibowo 2010. bahwa faktor –faktor yang mempengaruhi kinerja  adalah :

1. Kinerja yang baik dipengaruhi oleh : a).  Faktor internal yaitu kemampuan tinggi, dan kerja  . b). Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan meliputi : pekerjaan mudah, nasib baik, bantuan dari rekan-rekan, pemimpin yng baik.

2. Sedangkan kinerja yang tidak baik dipengaruhi pula oleh dua faktor yaitu  a). faktor internal  meliputi : kemampuan rendah, upaya  sedikit. b ). Faktor eksternal : Pekerjaan sulit, nasib buruk, rekan-rekan kerja tidak produktif, pimpinan yang tidak simpatik 
Dengan demikian pelaksanaan kinerja  dipengaruhi oleh beberapa hal baik yang bersumber dari para pekerja  sendiri maupun yang bersumber dari organisasi. Dari pekerja dipengaruhi oleh kemampuan atau kompetensinya. Sementara itu, dari segi organisasi dipengaruhi oleh berapa hal baik pemimpin memberdayakan pekerjanya; bagaimana mereka memberikan penghargaan pada pekerja; dan bagaimana mereka membantu meningkatkan kemampuan kinerja karyawan melalui coaching, monitoring, dan counselling .  
2.6.4. Efektivitas Performa dan  Efisiensi Performa 

           Ada dua kriteria yang menunjukan keberhasilan seseorang manajer dalam  upayanya mencapai produktivitas dan kompetensi pribadi yaitu :
a.   Efektivitas Performa.

b.   Efisiensi Performa.
         Efektivitas Performa ( Kinerja ) merupakan sebuah alat untuk mengukur output tugas ( Task Output ) atau pencapaian tujuan . Andaikata seorang  supervisor di bidang produksi,  ( Production Supervisor ) , maka efektifitas ferforma , hanya berarti mencapai target produksi harian, baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya untuk unit kerja. Perlu difahami bahwa produktivitas sejati, memerlukan pencapaian performa yang bersifat lebih komprehensif . dan  diingat  pula sekalipun  berhasil mencapai target-target produksi, tetapi hal tersebut mungkin disertai penghamburan sumber sumber daya dalam proses produksi. Dengan demikian perlu ditambahkan kriteria kedua tentang  produktivitas yaitu  ” Efisiensi ” yang juga digunakan sebagi patokan tentang sukses manajerial.

Efisiensi Performa ( performance  efficiency ) merupkan sebuah alat untuk mengukur biaya, sumber daya, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam artian output yang dihasilkan dibandingkan dengan input yang digunakan. Hal tersebut  sangat jelas dalam biaya tenaga kerja  (Upah karyawan ) tetapi juga mengandung biaya semua sumber daya yang digunakan didalam proses produksi. Merupakan alat pengukur pemanfaatan peralatan, pemeliharaan fasilitas – fasilitas yang ada. Hasil dari investasi modal  ( Returns On Capital Invesment  / ROI )  semuanya merupakan kritreria Efisiency. Mungkin seorang manajer dapat efektif tetapi tidak efisien , dapat efisien tetapi tidak efektif mungkin tidak efisien dan tidak efektif  atau mungkin dapat efisien dan efektif. Kasus ini bersifat optimum ditinjau dari sudut pandang produktivitas. Sukses sejati manajer mencakup baik efektivitas dalam pencapaian tujuan, maupun effisiensi dalam pemanfatan sumber- sumber daya. Yang menjadi parameternya adalah kuantitas, kualitas  dalam jangka waktu yang direncanakan dan merupakan hasil kinerja .
Dalam konteks ini, Varibel kinerja Karyawan ( Y ) ,   merupakan variabel intervening  yang dipengaruhi oleh variabel Bebas tersebut di atas. Perlu dijelaskan bahwa yang menjadi fokus dalam variabel intervening ini ialah yang menyangkut  Kinerja Karyawan  dalam organisasi .

2.6.5. Perwujudan Variabel Dependen ( Kinerja )

Telah di uraikan terdahulu bahwa Variabel X1. Variabel X2,  Variabel X3, berpengaruh langsung pada Kinerja Karyawan (Y). Dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya / tax complience dari para karyawan, sampai seberapa besar  kontribusi   dalam jumlah   pajak PPh. Dari  penghasilan karyawan ( PPh. Pasal 21, Pasal 26 ) khususnya karyawan di perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat,  merupakan masalah penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut. 

           Mengenai rencana penerimaan Pajak dalam tabel. 1.2.  Bab I  telah disampaikan bahwa  rencana penerimaan Pajak  secara Nasional  dari sektor pajak dalam negeri  untuk tahun 2010 sebesar  Rp. 729.165.2 Milyar, dan rencana penerimaan pajak untuk Wilayah Kanwil Direktorat jenderal Pajak Jawa Barat I ,  dalam tabel 1.3 digambarkan  Rencana penerimaan total untuk tahun 2010  sebesar  12.204.488 juta rupiah, khusus untuk rencana penerimaan sektor PPh atas Penghasilan Karyawan PPh. Pasal 21, sebesar  2.052.959  juta rupiah. ( 16,83 % ).

Mengacu pada UUD tahun 1945 pasal 23 (a)  ayat ( 2 )  dan amandeman tahun 1999 sebagai landasan hukum yang mengamanatkan bahwa segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang,  kemudian dalam  undang-undang Nomor. 28 tahun 2007. mengenai  Perubahan ketiga  undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  Tatacara Perpajakan  KUP disebutkan :

Pasal 1 : ayat (1)  bahwa : Pajak adalah kontribusi wajib Pajak kepada negara yang terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (2) : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan , meliputi pembayar pajak , pemotong pajak , dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal - pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
Dalam konteks ini, telah kita fahami bahwa karyawan adalah orang pribadi,       bahwa      kewajiban   pembayaran  pajak  akan  terus melekat ( inherent). Jenis pajak apa yang terkait sudah tentu  sesuai dengan kegiatan perusahaan, antara lain : Pajak Penghasilan Badan ( PPH. Badan ), Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan Jasa  (PPN), dan pajak penjualan atas  Barang Mewah ( PPn BM), Pajak Penghasilan Perorangan  dalam hal ini adalah pajak atas penghasilan karyawan :  PPh. Pasal 21, PPh.pasal  26.  Pengaruh atas perubahan  hal tersebut dalam artian naik turunnya penghasilan khusunya penghasilan karyawan,  dapat dipastikan  relatif akan  berdampak pada pada jumlah pajak yang disetor. Skematis dapat dilihat dalam gambar. 2.8 sebagai berikut .
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Gambar 2.8 : Hubungan regulasi pajak dengan Kinerja

Sumber :  UU.No. 36 Tahn 2007. Tentang PPh.
2.7.  Kesadaran Karyawan Untuk membayar Pajak Penghasilan PPh  .
Pandangan psikologis mengatakan bahwa kesadaran adalah keadaan diri sendiri, bisa memahami diri sendiri dengan setepat–tepatnya disebut memiliki kesadaran, jika pribadi memahami emosi dan mood yang  sedang dirasakan,  kritis terhadap informasi diri sendiri, dan sadar tentang diri  yang nyata. Dengan kata lain kesadaran diri adalah jika subyek sadar melalui pikiran, perasaan, dan evaluasi diri yang ada dalam diri (http./ psikologi on – line com).

Sigmund Freud mengatakan kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil  atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia diibaratkan  seperti gunung es yang ada dibawah permukaan laut. ( http:/www psikologi zone.com-Sigmund Freud)  , kesadaran akan berimbas pada tingkat kepatuhan.
            Dalam konteks berbicara kesadaran untuk membayar pajak, erat kaitannya dengan sistim perpajakan yang berlaku . Sistim pemungutan yang berlaku sekarang di Indonesia adalah  Self assesment system  dimana segala pemenuhan perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosudur pemeriksaan.

Kesadaran dan Kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan   secara sukarela ( Voluntary of compliance ) merupakan tulang punggung sistem Self Assesmen, dimana wajib pajak  bertanggungjawab menetapkan sendiri  kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya  ( Mahfud Sidik).
 Kesadaran dalam konteks perpajakan Tax complience,   merupakan salah satu langkah manajemen yang dapat dijadikan solusi  praktis   bagi    semua    Wajib Pajak.(  Indonesia Tax Revew  edisi 18 tahun 2010 ). 
Menurut kamus umum bahasa Indonesia ( 1955 : 10103 dalam   Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal  Sitikurnia  Rahayu 210 : 138 ) kepatuhan berarti tunduk dan patuh pada ajaran atau aturan.

            Dalam perpajakan kita dapat memberikan pengertaian bahwa kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan   Wajib  Pajak dikemukakan oleh  Norman. D Nowak  ( Moh. Zain 2004 ) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana :

· Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan ,

· Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

· Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
· Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Safri Nurmantu  berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana  Wajb Pajak memenuhi semua kewajiban     perpajakan    dan melaksanakan hak perpajakannya. ( Siti Kurnia. 210 : 138).
Tax Complence pada  prinsipnya akan membawa kebaikan bagi setiap wajib pajak yang mengimplementasikannya, paling tidak berbagai sanksi adminitrasi perpajakan bisa diminimalisir.
Ada dua macam kepatuhan yaitu : kepatuhan formal  dan kepatuahan materiil :

1. Kepatuah Formal ialah Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan .
Erard dan Feinstein menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kepatuhan atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah yang bisa berimplikasi terhadap prilaku  dan kinerja Wajib pajak.
Merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan  No. 544/ KMK.04/ 2000, kriteria  Wajib Pajak Patuh adalah :

· Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

· Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

· Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

· Dalam dua tahun menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan , koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing- masing jenis pajak  yang terutang paling banyak 5% .
· Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peratuaran perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakn yang berlaku.
 Perjalanan sejarah yang cukup panjang  dan telah memberikan efek traumatis bahwa pajak  ( upeti ) adalah tindakan dari otoritas  sebagai alat untuk memeras rakyat .  Pemerintah Indonesia  saat ini telah melakukan tindakan – tindakan untuk mengeliminasi trauma tersebut sebagaimana telah diuraikan terdahulu, melalui undang- undang  antara lain didalam UUD 1945 pasal 23 (2) disebutkan :  ”  Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ”   bahwa penyempurnaan sistem  pemungutan Pajak dengan ” Self Assesment. ” yang sifatnya  lebih menunjukan tingkat kepercayaan yang tinggi  pemerintah kepada rakyatnya. Sementara disisi lain  Wajib Pajak adalah sekumpulan orang yang masih trauma  dengan  pola pemungutan pajak masa lalu ditambah  dewasa ini Indonesia sedang diwarnai begitu banyak kasus seputar pajak, misalnya makelar pajak, makelar kasus,  korupsi, pengemplangan  pajak dan lain sebaginya, dalam konteks ini wajar apabila Wajib Pajak kurang mempunyai Tax complience  dan  Tax awareness   pada  tingkat tidak sebagaimana mestinya.

Tax awareness wajib pajak dipandang sangat penting dalam proses pemungutan pajak di Indonesia khususnya , sebagaimana dikemukakan oleh Moch.Zain  dalam Manajemen Perpajakan ( 2003 )  bahwa  :

1. Pajak adalah realitas ekonomis dari bisnis, dan merupakan sesuatu yang riil sebagaimana penerimaan dan pengeluaran yang lain misalnya pembayaran gaji, penjualan , pembelian dan sebagainya adalah sesuatu yang riil dapat dirasakan, terbebankan atau dinikmati yang secara langsung mempengaruhi tax awarenes.

2. Beban  pembuktian :  Dalam konteks sistim perpajakan yang dianut sampai saat ini adalah self assesment system,  yang menuntut Wajib Pajak untuk lebih proaktif dan penuh tanggung jawab  dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya yang dimanifestasikan   dalam    bentuk   Surat Pemberitahuan Pajak ( SPT ), yang harus dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pendukung, tatkala fiskus  melakukan pengujian atas validitas kebenaran pengisin SPT tersebut, walaupun pada dasarnya pajak menganut prinsip  substance over form, dalam praktik sering terjadi bahwa  formalitas akan mengungguli substansinya., oleh karen itu beban pembuktian dijadikan sebagai salah satu alasan  untuk melakukan tax awarness.
3. Know What Going on Before it  happens  : Dengan tax awareness, Wajib pajak dapat mengetahui apa yang sedang berlangsung, sehingga yang bersangkutan bisa bersiap-siap untuk mempertanggung jawabkannya dihadapan otoritas pajak, dengan demikian akan lebih mudah bagi Wajib Pajak untuk melakukan optimalisasi , efisiensi  dan efektivitas perpajakan.

4. Bisnis Adalah ” Reasonable ” dan Pajak adalah ” Yes or No ” Pajak tidak dapat diimplementasikan selonggar menerapkan bisnis .
5.  Dalam ranah bisnis setiap keputusan yang diambil adalah karena reasonable  yang dianggap tepat untuk kepentingan perusahaan. Dalam setiap pengambilan keputusan implikasi lain yang tidak boleh tertinggal ialah  munculnya aspek pajak yang berkaitan dengan berbagai keputusan itu, pajak lebih berorientasi kepada  rambu-rambu ” Ya atau Tidak ” lebih jauh   berorientasi     kepada ” harus” atau ” Tidak boleh ”  ketidaktaatan akan berhadapan dengan masalah.

6. Otoritas Pajak adalah  Business Ajuster : dalam artian bahwa secara faktual pajak tidak selalu menganut  substance over form  dilapangan sering terjadi kebalikannya . Ketika wajib pajak tidak siap dengan berbagai bukti pendukung  maka WP berada dalam posisi yang  tidak aman dalam momen pemeriksaan. Dengan  adanya otoritas pajak sebagai  business ajuster setiap kesalahan disengaja atau tidak akan berpotensi untuk di ajust; sebagai contoh  dalam satu tahun pajak WP merugi  Rp. 100 milyar, oleh karena WP tidak terlalu aware  terhadap bukti pendukung  di setiap transaksinya  pada saat pemeriksaaan  kerugian tersebut bisa saja di-ajust oleh pemeriksa pajak  menjadi laba sebesar Rp.20 milyar.

7.  Konsekwensi ditentukan oleh Motivasi Transaksi. Setiap  keputusan  yang diambil oleh perusahaan pasti dilatar belakangi oleh motivasi; contoh  WP sebagai pemegang saham melihat kondisi keuangan perusahaan sedang lesu, diambil keputusan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan tujuan mem- bail out perusahaan dari masalah keuangan dengan membebaskan bunga atas pinjaman itu  Tatkala WP tidak aware terhadap aspek perpajakannya keinginan WP untuk menyelamatkan perusahaan justru akan berbalik menjerumuskan perusahaan kedalam masalah pajak,  dan untuk  Keselamatan perusahaan sesuai dengan tujuan WP, hal ini baru   aware apa bila  WP  mentaati  semua ketentuan persyaratan  yang diatur dalam  Surat Direktur Jenderal pajak  Nomor S-165/PJ 312/1992   tentang pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham. Tanpa memperhatikan ketentuan yang diatur dalam  Surat Dirjen tersebut  oleh fiskus akan dikoreksi menjadi terutang bunga  dengan tingkat bunga yang wajar. Dengan demikian harus selalu  waspada / aware  terhadap konskwensi pajak atas setiap motivasi transaksi yang akan  dan telah dilakukan.
  Dari uraian tersebut, pengertain kesadaran untuk melaksakan kewajiban membayar pajak   dapat dikatakan  penerimaan konsep melalui rasio, perasaan  dan hati bahwa apa yang disadari telah difahami dan dimegerti, lebih jauh bahwa merasa sadar ansich kurang menujukan efektivitas dari suatu performance , untuk efektif hendaknya kesadaran tersebut perlu diikuti  implementasi  dalam tindakan nyata  dan melaksanakan semua ketentuan perpajakan baik ketentuan formal maupun ketentuan materiil.

Perlu disampaikan bahwa ketentuan formal  diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan  ( KUP ), sedang ketentuan  materiil diatur dalam undang- yang mengatur jenis pajak yang bersangkutan  misalnya : UU.  Tentang  PPh,  UU tentang PPN dan PPn BM, UU Tentang PBB,  UU. Tentang Bea Meterai dan UU. Tentang BPHTB.

Aspek praktik perpajakan ini selain tax awarness dari Wajib Pajak, harus diberangi pula apa yang  disebut kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan ( Tax complence work ) antara lain mengisi Surat  Pemberi Tahunan.  SPT  Masa. Surat Pemberi Tahuan   ( SPT Masa dan SPT Tahunan ) harus diisi dengan jelas dan benar dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai jadwal waktu yang ditetapkan  undang-undang ;  dalam hal terjadi komplain terhadap keputusan pajak, WP mempunyai hak untuk mengajuan keberatan dan atau  banding, hak restitusi dan atau kompensasi  atas kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis  Mohammad Zain 2003, mengemukakan hal yang perlu diperhatikan bahwa setiap permasalah yang menyangkut fiskus atau wajib pajak, hendaknya dimulai dengan asumsi – asumsi, baik yang menyangkut sikap dan tindakan  wajib pajak, maupun yang menyangkut  aparatur perpajakan  antara lain sebagai berikut :
1. Bahwa pembayar pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang  sekecil mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak ( tax avoidance ) dan atau penghematan pajak  ( tax saving ).

2. Bahwa pembayar pajak cenderung untuk melakukan penyelundupan pajak  ( tax evasion ), baik unilateral evasion maupun bilateral evasion , sepanjang pembayar pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan  bahwa kemungkinan besar akibat dari perbuatannya tidak dilakukan tindakan penyidikan  serta yakin  bahwa perbuatan tersebut telah membudaya diantara pembayar pajak

3. Bahwa pembayar pajak tidak begitu khawatir dan tidak takut akan ketetapan pajak serta sanksi administrasinya , dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan administrasi perpajakan  seperti kurangnya  koordinasi antar instansi pemerintah, kurangnya data up to date  yang diperlukan  sebagai akibat tidak  mendapat supply data dan kurangya kemampuan analisis aparat perpajakan.
4. Bahwa pembayar pajak berusaha untuk mempengaruhi petugas pajak yang berwenang  dengan bujukan, godaan, dan kadang-kadang dengan ancaman .
5. Bahwa administrator perpajakan memiliki keengganan yang mendasar untuk meninjau kembali kesalahan  yang terdapat dalam keputusan – keputusan  dalam  surat edaran yang dibuatnya sndiri.
6. Bahwa petugas pajak sering bertindak berlebihan , melebihi fungsi dan kewenangan  yang diberikan kepadanya  dan acap kali gagal melaksanakan tugas  yang diembannya  akibat dari kemalasan  kelambanan  dan penyalah gunaan  jabatan. 
7. Hal-hal tersebut  dalam asumsi diatas, akan tergambar dalam kenyataan penerbitan surat keputusan pajak, dan sanksi-sanksi perpajakan. 
2.7.1 Upaya-Upaya Meningkatkan Kesadaran untuk melaksanakan   kewajiban perpajakan ( Tax  Complience).
 
Kita faham bahwa tanpa wajib pajak dengan tingkat kesadaran (Tax comlience) dan tax awareness yang memadai, misi dan tujuan Direktorat Jendral Pajak untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa pajak,  dan  dilain fihak mengejar tingkat  tax ratio yang jauh ketinggalan dibanding dengan negara lain,  sudah tentu akan dihadapkan pada kendala yang serius, untuk mengantisipasi dan upaya  memperbaiki  hal tersebut  Direktorat Jenderal Pajak baru-baru ini telah melakukan terobosan  dengan kebijakan - kebijakan antara lain : Modernisasi adminitrasi perpajakan yang berorientasi kepada keseimbangan antara pemberian pelayanan prima dan pengawasan ketat terhadap setiap penyimpangan ketentuan perpajakan.
       Prinsip modernisasi adminitrsi perpajakan dimaksud mencakup empat hal sebagai berikut :

1. Restrukturisasi organisasi yang berlandaskan pada prisip : pengelompokan KPP segmen Wajib Pajak ( KPP Wajib Pajak Besar, KPP  Madya, dan KPP Pratama ) dan debirokratisasi melalui struktur Organisasi  berdasarkan Fungsi sebagai berikut :
a. Penyempurnaan proses bisnis melalui optimaslisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang berlandaskan pada prinsip ” simplicity, completeness, dan easy to access 

b.  Penyempurnaan sistim manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang berlandaskan prinsip ” transparancy, fairness, dan performance based ”

c. Penerapan kode etik Pegawai secara tegas pada semua lini organisasi untuk menjamin terwujudnya ” good governance ”

2. Meningkatkan  penyuluhan kepada semua wajib pajak secara intensif atas semua pekembangan peraturan dan  ketentuan perpajakan yang  sedang berlaku dan yang akan diberlakukan antara lain melalui seminar-seminar, lokarya perpajakan  dan lain sebaginya.
3. Menigkatkan  pelajaran yang menyangkut pepajakan di perguruan tinggi disekolah-sekolah, kalau dimungkinkan diberikan pelajaran perpajakan sejak dini  mulai sejak tingkat Sekolah dasar.
4. Menunjukan transparansi bahwa hasil pengumpulan pajak, telah digunakan sesuai dengan tujuan pemungutannya misalnya dalam bentuk pembangunan imprastruktur, peningkatan kesejahtraan rakyat  dan perbaikan yang menyangkut permasalahan ekonomi yang dirasakan langsung  oleh masyarakat banyak
2.7.2.  Indikator Variabel kesadaran Untuk membayar PPh.
         Dalam   konteks  penelitian ini variabel indikator kesadaran wajib pajak (Z)   meliputi hal-hal  sebagai berikut :
1. pengertian dan pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaanya.

2. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memperoleh NPWP dan atau NPPKP.

3. Pemenuhan kewajiban mengisi SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan dengan jelas dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pemenuhan kewajiban menyampaikan SPT – SPT tersebut kekantor Pelayanan Pajak setempat  sesuai skedule waktu yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku.

5. Kewajiban pelaksanaan pembayaran / penyetoran pajak-pajak terutang sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.

6. Pelaksanaan hak wajib pajak dalam bentuk pengajuan keberatan dan atau banding atas ketetapan pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku.

7.  Pengajuan hak Restitusi atau kompensasi  atas kelebihan pembayaran pajak yang pernah dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Sanksi-sanksi perpajakan yang pernah dialami wajib Pajak.
Sedangkan yang merupakan dimensi kesadaran untuk membayar pajak antara lain : 

1. Status kepegawaian
2. Katagori penghasilan
3. Tanggungan  keluarga ( PTKP )
4. Tarif pajak dan potongan-potongan yang diperkenankan
Dari uraian tersebut terindikasi bahwa  faktor perilaku wajib pajak  termasuk  kinerja karyawan mempunyai hubungan erat dengan kesadaran WP untuk pengenaan pajak atas penghasilan karyawan dalam hal ini karyawan dari perusahaan yang mendapat fasilitas  sebagai Kawasan Berikat. ( Variabel. Z ).
2.7.3. Hasil Penelitian Terdahulu yang  berkaitan dengan masalah yang      diteliti

Guna mendukung, bahwa penelitian ini merupakan penelian yang  orisinil, dalam tabel. 2.2. dibawah dijelaskan beberapa penelitian terdahulu
 yang menyangkut perpajakan yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya   sebagai berikut :
Tabel  2. 2 Penelitian Terdahulu
	Peneliti
	Judul Penelitian
	Alat Analsis
	kesamaan
	Perbedaan

	Riyanto Sujud
2008
	Motivasi, Lingkungan Kerja Disiplin Kerja, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai
	uji validitas, reliabilitas,dan Analisis jalur 
	dilakukan di perindustrianperdagangan penanaman modal
	Tidak dihubungkan dengan masalah perpajakan

	Rahmah Ismail, Syahida Zainal Abidin

2008


	Impact of workers’ competence on their

performance in the Malaysian private service sector
	Regresi korelasi dan koefisien Determinasi
	Pengaruh

kompetensi terhadap kinerja karyawan
	di sektor swasta sektor jasa. 
Tidak dikaitkan dengan perpajakan

	Mahesa, Deewar And Djastuti, Indi  2010

	Pengaruh Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyan  Pada Pt. Coca Cola Amatil Indonesia (Central Java)
	Regresi  korelasi dan koefisien Determinasi
	Sama sama menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan
	Ada variabel kepuasan yang mempengaruhi kinerja karyawan

	Nandha Meta K. D., Apriatni Endang Prihatini, Sari Listyorini 2010

	Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pustaka Rizki Putra Semarang
	korelasi, regresi linier sederhana dan regresi linier berganda dengan SPSS
	Menguji Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja
	Menyertakan dan kepemimpinan sebagai variabel dependen

	Purnayuda, Aditya (2012)

	Pengaruh Disiplin Kerja Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kerja Karyawan 
	korelasi, dan regresi linier berganda dengan SPSS for windows
	Sama menguji Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kerja Karyawan
	Menggunakan variabel dipenden  Fasilitas Kerja Terhadap Kerja Karyawan

	M.E  Anni yuliah

UPI, 2009


	Manajemen Strategi  Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sadar Perduli Pajak
	Deskriptif  kuantitatif
	Penelitian di bidang Perpajakan
	Konsentrasi penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui sadar Pajak.

	Ida  Farida Adi Prawira
Universitas Pajajaran Th . 2009.
	Pengaruh Modernisasi Adminitrasi Perpajakan  Sunset Policy  Terhadap Penerimaan Pajak

	Deskriptif Kuantitatif
	Penelitian Perpajakan

Pengaruhnya terhadap Peneriman pajak
	Konsentrasi penelitian pada modernisasi administrasi Perpajakan.

	Djudju  Djunaedi
Universitas 
Borobudur
Tahun 2005
	Analisis Pengaruh Faktor Lingkungan Perpajakan Faktor Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Dan Faktor Ekonomi Terhadap Pnerimaan Pajak Serta Implikasi Reformasi Perpajakan  Terhadap Investasi Dan Inflasi
	Deskriptif Kuantitatif 
	Penelitian di bidang Perpajakan dan pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak.
	Konsentrasi penelitian   Pengaruh faktor kelembagaan  DJP dan Reformasi pada penerimaan pajak Pengaruh  reformasi  perpajakan  terhadap investasi /inlas 

	Mohammad  Zain.
Universitas  Pajajaran 2000.
	Kontribusi Administrasi Perpajakan Dalam Usaha  Meningkatkan Peneriman Pajak
	Deskriptif Kuantitatif
	Mengukur seberapabesar  kontribusi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penrimaan pajak.


	Obyek penelitian terfokus pada sisitim administrasi  dan mengukur pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

	Soeparman Soemahamijaja.
Universitas  Pajajaran Bandung 1964
	Pajak Berdasarkan Azas Gotong royong.
	Deskriptif kuantitatif
	Penelitian di bidang prinsip pemungutan Pajak kegotong royongan nasional
	Obyek penelitian  kegotng royongn masyarakt untuk memenuhi kebutuhan negara.

	Memen Kustiawan
UNPAD 1999
	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai undang-undang Pajak Penghasilan terhadap penghematan Pajak Penghasilan
	Deskriptif Kuantitatif
	Pengaruh pemahaman UU perpajakan.
	Obyek penelitian, hanya terhadap UU perpajakan.

	Darwanis UNPAD, 1999
	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Badan mengensi UU Pajak Penghasilan dan Pelaksanaannya tergadap koreksi Fiskal.
	Deskriptif kuatitattif
	Pemahaman Wp terhadap UU Perpajakan
	 Obyek Penelitian tentang koreksi fiskal terhdap Penetapan Besarnya PPh.

	JOHN  L Turner,Macolm Smith,Bruce Gurd, Jurnal MBC University Press.Siti Kurnia rahayu 2010

	Auditing Income Tax  Self Assesment : The hidden Cost of  Compliene ,Managerial Audiring.
	Deskriptif kuantitatif
	Penelitian pengaruh cost tersembunyi dalam ssesment pajak.
	Obyek Penelitian secar umum tentang Pajak penghasilan.

	Forest, Adam 2002 National Tax jounal  Vol.V
	Complexity and complience.An empirical Investgtin .
	Dekriptif kuantitatif
	Penelitian mengenai tinkat kesadaran perpajakan 
	Obyek Penelitian terfokus pada Waji Pajak  perorangan.

	Boucher TP.
The CCh Journal of Australia Taxation
	Paying Tax –Simply the right thing to do
	Deskriptif Kuantitatif
	Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak
	)byek Penelitian kepatuha wajib pajak.

	N.J. Feldman

Leiden
	De Oeverdsmidelen

Van Indonesia 
	Descriptif 

Kuantitatif
	Penelitian Tentang Perpajak di Indonesia
	Obyek Penlitian Tentang Perpajakan di Indonesia.


Dari tabel. 2.2  diatas dapat dilihat bahwa   kesamaan hanya pada penelitian di bidang perpajakan , dan tujuan penelitian  terfokus pada dampak terhadap penerimaan pajak ; pada analisis penelitian  Djudju Djunaedi , Ida Farida Adiprawira, dan Mohammad Zain, menyangkut dampak terhadap penerimaan  pajak baik penerimaan pajak Nasional, maupun penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Analisis Soeparman  bahwa pemungutan pajak di Indonesia didasrkan pada sifaf-sifat kegotong royongan dalam menanggung kebuthan ngara., Sedangkan Feldmann merupkan analisis tentang kemungkinan / potensi pemungutan pajak di Indonesai.
2.7.4.  Kerangka pemikiran 

           Dalam kerangka pemikiran ini penulis mengemukakan keterkaitan atau hubungan  antar variabel sebagai berikut:
1. Hubungan  antara variabel motivasi kerja dengan kinerja karyawan.
Faktor Motivasi (X1): Dimana  menurut  MC. Clellan,  meliputi beberapa aspek motivasi antara lain 1.  dorongan untuk memenuhi suatu kebutuhan    atau untuk      mencapai suatu tujuan,   hasrat berprestasi ( Achiefment Motif) (X1.1), 2. hasrat untuk bekerjasama ( affiliation  motive)  ( X1.2 ), 3.  power motif, (X1.3) , teori-teori dari Mc,Clellan   akan mendorong karyawan untuk bekerja dan berperestasi lebih baik, ini dapat diartikan bahwa faktor motivasi mempunyai pengaruh langsung yang positif terhadap kinerja karyawan. Demikian pula hasil penelitian  Riyanto Sujud  (2008)  bahwa Motivasi, berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
2. Hubungan  Variabel kompetensi dengan kinerja karyawan:
 Kompetensi karyawan (X2) :  Menurut Spenser Jr, Leyle M, Spenser Signet M, Watson Wyat dalan Achmda S.Rucky  2006 diuraikan bahwa didalam faktor Kompetensi karyawan meliputi beberapa aspek antara lain :1. Sampai sejauhmana pengetahuan yang dimiliki ( Knowldge) (X2.1), 2. sampai    sejauhmana   tingkat keterampilan karyawan ( Skill) ( X2.2),  3. Besarnya motivasi karyawan  ( X2.3) , 4. Penugasan karyawan dalam pelaksanaan kerja ( Positioning ) ( X2.4).  5. Daya konsepsi pribadi karyawan ( Self Concept ) ( X2.5 ), kesemua unsur tersebut akan merupakan motor penggerak yang sudah tentu akan sangat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kerja karyawan dalam  perusahaan itu. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian Rahmah Ismail, Syahida Zainal Abidin (2008) kompetensi mempunyai pengaruh yang positif terhadap  kinerja karyawan.
3. Hubungan antara disiplin karyawan terhadap kinerja karyawan :
Disiplinkerja Karyawan (X3): Dalam analisis Mukarom, Marwansyah disebutkan  bahwa beberapa unsur yang menyangkut faktor disiplin kerja dalam konteks ini adalah disiplin kerja karyawan adalah : 1. Prilaku karyawan terhadap  kinerja (X3.1),   2. Mental atitude (X3.2),   3. Dari Fihak Manajer Unsur     tindakan    disiplin (X3.3),     4. Penerapan disiplin (X3,4),   5.  Jenis   tindakan disiplin   dan     sebagainya (X3.5), bahwa   ketetapan tersebut dikenakan terhadap semua karyawan tanpa pilih bulu dan  terhadap semua pelanggaran ketentuan dikenakan  sanksi yang adil sesuai ketentuan  berlaku akan sangat mempengaruhi kinerja karyawan secara langsung. Penelitian yang dilakuakan oleh Nandha Meta K. D., Apriatni Endang Prihatini, Sari Listyorini (2010) 
bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
4. Hubungan  Pemahaman Regulasi Perpajakan dengan  Kesadaran Karyawan untuk membayar PPh.
         Pemahaman Regulasi Perpajakan. (X.4)  : Belum  ada teori khusus yang menganalis mengenai masalah ini dari para ahli, mengingat bahwa regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan kuasa undang-undang dikenakan terhadap semua lapisan penduduk baik perorangan maupun badan termasuk usaha asing, sepanjang yang bersangkutan mempunyai usaha dan menghasilkan sejumlah pendapatan  atau  Penghasilan, yang menurut undang-undang yang berlaku berkewajiban melunasi pajak yang terutang. Hasil peneltian  masalah ini dapat dilihat  pada bab. IV yang menunjukan bahwa hasil penelitian lapangan menunjukan pengaruh terhadap kesadaran karyawan untuk membayar PPh dengan perangakaan : 17,764, rata-rata 4.23 dengan standar deviasi 0,634752 termasuk katagori baik. Dalam perhitungan besarnya pajak terutang harus diperhatikan indikator variabel  yaitu  1.  Pajak adalah kewajiabn  yang bersangkutan (X4.1), 2. Konsekwensi dan tujuan pemungutan pajak, (X4.2), 3.    Kepuasan Wp atas kebijakan pemungutan pajak ( X4.3 )  , 4. Harapan wajib pajak dari hasil pemungutan pajak. 
5.  Kinerja Karyawan  : (Y)  Kinerja Karyawan merupakan resultante dari proses sinerjik variabel- variabel independen tersebut diatas dan dalam analisis ini disebut sebagai variabel dependen. Menurut analisis Gomes, Williams bahwa sub variabel dependen yang dipengaruhi adalah :   1. Jumlah hasil kerja karyawan (Quantity of work) (Y.1), 2. Sampai sejauh mana    kualitas   pekerjaan.     yang bisa dicapai (Quality Of Work) (Y.2). 3. Kesanggupan    kerja   dalam  team    dalam menunaikan tugas (Cooperation) (Y.3). 4  tingkat  inisiatif yang ada pada karyawan (inisiatif pribadi) Y4. Dan  5.    kualitas    pribadi    karyawan (Personal quality) (Y.5).
6. Hubungan Variabel kesadaran Untuk pembayaran Pajak      Penghasilan  (Z) :Variabel ini merupakan dampak dari pada proses sinerjik variabel-variabel tersebut diatas yang perlu dibuktikan dalam penelitian; bahwa dalam hal ini yang merupakan indikator kesadaran untuk membayar PPH antara lain :  1. Kewajiban   untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Z.1) , 2. Kewajiban untuk mengisi SPT Tahunan Z.2), 3. Pajak terhutang  (Z.3) .
        Dari kerangka pemikiran yang diurai di atas maka dapat dibuat model Landasan teori dan model paradigma  penelitian dihalaman  berikut :

[image: image6]
Keterangan :


Alur landasan Teori dalam cakupan penelitian


Alur balik melengkapi dan memprakarsai teori
Gambar 2.9

Landasan Teori Keseluruhan
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Gambar. 2.9   Model  Paradigma   Peneltian

  2.7.5   Hipotesis  Penelitian 

       Berdasarkan data-data  dan informasi sebagaimana telah diuraikan   diatas,   dapat ditarik Hipotesis dalam  Penelitian ini adalah : 
1. Terdapat Pengaruh positif faktor Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 
2. Terdapat  pengaruh positif faktor kompetensi   terhadap kinerja karyawan.

3. Terdapat pengaruh positif faktor Disiplin kerja  terhadap Kineja Karyawan.
4. Terdapat Pengaruh postif secara simultan dari variabel motivasi, variabel kompetnsi, variabel disiplin kerja terhadap kinerja Karyawan 
5. Terdapat pengaruh positif faktor Pemahaman Regulasi Perpajakan terhadap kesadaran karayawan untuk membayar Pajak Penghasilan ( PPh ).

6. Terdapat  pengaruh yang positif variabel kinerja karyawan  terhadap kesadaran karyawan untuk membayar Pajak Penghasilan ( PPh ).
7. Terdapat  pengaruh yang positif variabel Pemahaman Regulasi Perpajakan dan kinerja karyawan seacara simultan terhadap kesadaran karyawan untuk membayar Pajak Penghasilan ( PPh ).
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